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ABSTRAK 

 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai 

kualitas pelaksanaan probity audit Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan 

dan Pembangunan (BPKP) Kalimantan Barat, dan efektivitas pelaksanaan 

probity audit sesuai pedoman pelaksanaan audit pengadaan barang dan jasa. 

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif, dengan evaluasi dan pengumpulan 

data berupa studi pustaka, observasi, wawancara, dan pemeriksaan 

dokumentasi. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa pelaksanaan probity 

audit oleh Perwakilan BPKP Kalimantan Barat belum dilaksanakan secara 

optimal dan efektif. Hal tersebut disebabkan kurangnya upaya peningkatan 

kapasitas auditor probity, keterbatasan jumlah sumber daya manusia, 

keterbatasan kompetensi auditor, keterbatasan anggaran, dan keterbatasan 

waktu pelaksanaan yang belum memenuhi kriteria efektivitas pelaksanaan 

probity audit sesuai pedoman pelaksanaan.  

 

Kata kunci:  probity audit, efektivitas, Badan Pengawasan Keuangan dan 

Pembangunan (BPKP). 
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ABSTRACT 

 

This study aims to obtain information about the quality of the implementation 

of the probity audit Representative of the Perwakilan Badan Pengawasan 

Keuangan dan Pembangunan (BPKP) of West Kalimantan, and the 

effectiveness of the implementation of probity audits in accordance with the 

guidelines for auditing the procurement of goods and services. This study 

applies a qualitative method, with evaluation and data collection in the form of 

literature studies, observation, interviews, and documentation checks. The 

results of this study reveal that the implementation of the probity audit by the 

BPKP Representative of West Kalimantan has not been implemented optimally 

and effectively. This is due to the lack of efforts to increase the probity auditor 

capacity, the limited number of human resources, the limitations of auditor 

competencies, budget constraints, and limited implementation time which do 

not meet the criteria for the effectiveness of the implementation of probity audit 

according to the implementation guidelines. 

 

Keywords: probity audit, effectiveness, Badan Pengawasan Keuangan dan 

Pembangunan (BPKP). 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

 Pengadaan barang dan jasa di Indonesia telah menjadi peluang potensial 

perilaku kecurangan. Pengadaan barang dan jasa ini sering dikaitkan dengan unsur 

pemerintah daerah sebagai pelaksana pemerintahan yang diberikan hak otonomi 

daerah. Otonomi daerah yang diselenggarakan telah memberikan dampak yang 

positif pada pembangunan, akan tetapi pada kenyataannya otonomi daerah belum 

mampu untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat (Siregar, 2008:14). Prinsip 

otonomi daerah yang seluas-luasnya telah memberikan peluang kepada sebagian 

pejabat dan pemangku kepentingan di tingkat propinsi maupun daerah untuk 

berperilaku tidak etis, melakukan suap, kolusi yang tersistem dan terencana. 

Menurut wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), 80% perkara korupsi 

di daerah menyangkut pengadaan barang dan jasa (Himawan, 2017).  

 Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah mengeluarkan aturan-aturan 

sebagai upaya antisipasi dan membatasi agar tidak terjadi penyelewengan. Melalui 

peraturan presiden republik Indonesia nomor 4 tahun 2015 tentang perubahan 

keempat atas peraturan presiden nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang 

dan jasa pemerintah, menjelaskan bahwa pengadaan barang dan jasa menerapkan 

prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, tidak diskriminatif dan 

akuntabel. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 116 menyatakan bahwa 

Kementerian/Lembaga/Institusi dan Pemerintah Propinsi atau Pemerintah 

Kabupaten Kota diwajibkan melakukan pengawasan terhadap Pejabat Pembuat 
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Komitmen (PPK) dan Unit Layanan Pengadaan (ULP), termasuk pengawasan 

mengenai pelaksanaan swakelola dan penggunaan produksi dalam negeri. 

Pengawasan tersebut dilakukan dengan cara membuat sistem pengawasan internal 

atas pengadaan barang dan jasa dan menugaskan Aparat Pengawasan Internal 

Pemerintah (APIP) untuk melakukan audit pengadaan barang dan jasa, sehingga 

indikasi kecurangan dapat dideteksi lebih awal dan korupsi tidak terjadi. Aparat 

Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) merupakan instansi pemerintah yang 

bertugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau 

pemerintah daerah, yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan 

Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal/Inspektorat/Unit Pengawasan Intern 

pada Kementerian, Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah Non-

Kementerian, Inspektorat/Unit Pengawasan Intern pada Kesekretariatan Lembaga 

Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat Propinsi/Kabupaten/Kota, dan 

Unit Pengawasan Intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan (Fuddloilulhaq dan Usaman, 2017).  

 Berkaitan dengan hal di atas, pemerintah berkomitmen melakukan 

penanganan dan pemberantasan kasus korupsi, diantaranya dengan penerepan 

probity audit di lembaga pemerintahan. Pendekatan probity audit dilakukan untuk 

mencegah terjadinya kecurangan seperti yang telah dilakukan di beberapa negara 

maju yaitu Eropa, Amerika dan Australia. Pendekatan ini dilakukan dengan 

mengaudit proses pengadaan barang dan jasa secara real-time (Ng, et al., 2001). 

Probity audit menurut peraturan BPKP No. PER362/K/D4/2012 tentang Pedoman 

probity audit pengadaan barang dan jasa pemerintah bagi Aparat Pengawasan 
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Intern Pemerintah (APIP) merupakan kegiatan penilaian (independen) untuk 

memastikan bahwa proses pengadaan barang dan jasa telah dilaksanakan secara 

konsisten sesuai dengan prinsip penegakan integritas, kebenaran, dan kejujuran 

serta memenuhi ketentuan perundangan yang berlaku, mempunyai tujuan 

meningkatkan akuntabilitas penggunaan dana sektor publik. Meskipun undang-

undang ini telah diterapkan, namun kasus penyelewengan pada proses pengadaan 

barang dan jasa masih banyak ditemukan, data laporan hasil kajian pengadaan 

barang dan jasa yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 

2015 mengungkapkan bahwa kasus kecurangan pengadaan barang dan jasa hingga 

tahun 2015 belum kunjung membaik.  

 Pada tahun 2004 sampai dengan 2015 kasus kecurangan pengadaan barang 

dan jasa merupakan kasus yang paling banyak ditangani oleh KPK. Kasus yang 

ditangani KPK ini terdiri dari kasus korupsi pengadaan barang dan jasa sebesar 

30,4% dan kasus penyuapan sebesar 47,1% dimana 93% diantara kasus penyuapan 

adalah suap pemenangan tender pengadaan barang dan jasa. Kasus kecurangan 

pengadaan barang dan jasa ini mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 43,62 

miliar (KPK, 2015). Nilai kerugian negara akibat korupsi dari sektor Pengadaan 

Barang dan Jasa (PBJ) mengalami peningkatan dari tahun 2016 ke tahun 2017 

sekitar Rp. 220 miliar, hal ini banyak melibatkan kepala daerah yang menjadi 

tersangka kasus korupsi yang ikut andil berkontribusi terhadap peningkatan jumlah 

kasus korupsi (Anglink, 2017). Dari semua praktek korupsi sektor Pengadaan 

Barang dan Jasa (PBJ), pendanaan untuk alat kesehatan belum semuanya berhasil 
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dijerat hukum, meskipun kasusnya terbilang sedikit namun kerugian negara yang 

diakibatkan sangat besar (Anglink, 2017). 

 Berdasarkan data Indonesia Corruption Watch (ICW, 2016), kerugian 

negara akibat korupsi terkait pengadaan alat kesehatan di Kalimantan Barat 

sepanjang 2010 sampai dengan 2016 mencapai Rp.92,8 miliar. Kerugian ini berada 

di urutan kedua setelah Riau, padahal hanya terdapat 5 (lima) kasus. Apabila 

dibandingkan dengan kepulauan Riau yang nilai kerugiannya mencapai Rp. 93,8 

miliar dari sembilan kasus, mestinya Kalimantan Barat lebih cepat dalam 

penanganan kasusnya (Anglink, 2017). Sementara itu, ada kemungkinan terdapat 

indikasi lemahnya transparansi dalam sistem pelayanan publik di Pemerintahan 

Kalimantan Barat, sehingga pada Desember 2017 terjadi aksi unjuk rasa di depan 

Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Barat. Aksi tersebut merupakan 

upaya memperingatkan dan menekan Kejati, hal tersebut dikarenakan kasus korupsi 

di Kalimantan Barat tidak kunjung tertangani. Publikasi yang kurang tentang kasus 

korupsi yang ditangani, memicu aksi masyarakat yang menharapkan informasi 

(Sukardi, 2017).     

 Fenomena di atas menunjukan bahwa probity audit di Kalimantan Barat 

belum berjalan secara optimal, padahal pengendalian pengadaan barang dan jasa di 

Kalimantan Barat pada tahun 2015 telah dilakukan publikasi berupa rekomendasi 

dari hasil audit melalui laporan perwakilan BPKP diantaranya: (1) Pengelolaan 

dana desa harus sesuai ketentuan menggunakan aplikasi pada 3 kabupaten 

(kabupaten Kayong Utara, kabupaten Landak dan kabupaten Kubu Raya) untuk 

memudahkan penyusunan laporan pertanggungjawaban dana desa) (2) Melakukan 
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perbaikan dan dokumen perencanaan tahunan (RKPD, RKA)  di Kabupaten 

Sanggau dan Kabupaten Kayong Utara (3) Mengusulkan perbaikan sarana dan 

prasarana  pelabuhan, tempat pendaratan pelabuhan perikanan samudra ditingkat 

propinsi, dan tempat pelelangan ikan serta penanganan praktek illegal fishing 

dengan membuat laporan pelaksanaan kegiatan sehingga dapat diketahui 

data/informasi penanganan permasalahan praktek illegal fishing baik kegiatan 

pencegahan maupun penindakan (sanksi) yang telah dilakukan (4) Menyusun  

sistem dan prosedur di tingkat Pemerintah Daerah yang dapat menguatkan peran 

masing-masing SKPD/unit dalam PBJ untuk mendukung kebenaran setiap  

pembayaran termin pengadaan barang dan jasa (BPKP, 2015).    

Pelaksanaan probity audit dalam proses pengadaan barang dan jasa 

pemerintah Kalimantan Barat terindikasi belum maksimal, sebab sampai saat ini 

kasus korupsi di Kalimantan Barat semakin berkembang, terutama dalam sektor 

pengadaan barang dan jasa (Amalia, 2016). Disamping itu penanganan kasus 

korupsi di Kalimantan Barat membutuhkan biaya ekstra (Murdaningsih, 2017). 

Jumlah kasus dan nilai kerugian juga semakin bertambah, meskipun pemerintah 

telah menerbitkan peraturan tentang probity audit, namun realisasi di lapangan 

menunjukan adanya kemungkinan ketidaksinkronan antara peraturan dan realisasi. 

Melalui penelitian ini akan ditelusuri lebih lanjut upaya pemerintah selanjutnya dan 

bagaimana langkahnya dalam menanggulangi permasalahan-permasalahan terkait 

dengan kasus pengadaan barang dan jasa pemerintah. 
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1.2. Rumusan Masalah 

1) Bagaimana penerapan peraturan BPKP Nomor 362 Tahun 2012 tentang probity 

audit di Kalimantan Barat? 

2) Apakah pelaksanaan probity audit pengadaan barang dan jasa di Kalimantan 

Barat telah berjalan secara efektif? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah: 

1) Untuk mengevaluasi pelaksanaan probity audit di Kalimantan Barat, apakah 

sudah berjalan secara efektif sesuai aturan yang berlaku. 

2) Untuk mengetahui efektivitas probity audit pengadaan barang dan jasa di 

Kalimantan Barat.  

 

1.4. Manfaat Penelitian 

 Berdasarkan fokus kajian dan tujuan penelitian, harapannya penelitian ini 

dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

i) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi 

BPKP dalam evaluasi pelaksanaan Peraturan BPKP Nomor 362 Tahun 

2012 tentang probity audit pengadaan barang dan jasa sebagai upaya 

mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam pengadaan 

barang dan jasa pemerintah. 

ii) Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan 

pemikiran bagi pemerintah daerah dan pusat tentang penerapan tata 
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kelola pemerintahan yang baik dalam pengadaan barang dan jasa 

pemerintah. 

iii) Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran dalam pengembangan ilmu akuntansi khususnya dalam 

bidang auditing. 

iv) Bagi para peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan 

sebagai tambahan referensi dalam penelitian probity audit selanjutnya. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

Bab ini merupakan penjelasan mengenai teori-teori dan penelitian terdahulu 

mengenai probity audit, tahapan probity audit, kriteria auditor, efektivitas probity 

audit, kecurngan (fraud), pengadaan barang dan jasa. 

 

2.1 Probity Audit 

2.1.1  Pengertian Probity Audit 

Probity mempunyai makna integritas (integrity), kebenaran (uprightness) dan 

kejujuran (honesty). Pengertian probity audit sesuai Peraturan Kepala Badan 

Pengawasan dan Pembangunan Nomor PER 362/K/D4/2012 tentang Pedoman 

Probity Audit Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah bagi Aparat Pengawasan 

Intern pemerintah (APIP) adalah kegiatan penilaian (independen) untuk 

memastikan bahwa proses pengadaan barang dan jasa telah dilaksanakan secara 

konsisten sesuai dengan prinsip penegakan integritas, kebenaran, dan kejujuran 

serta memenuhi ketentuan perundangan yang berlaku yang bertujuan meningkatkan 

akuntabilitas penggunaan dana sektor publik.  

2.1.2 Standar Audit Pelaksanaan Probity Audit 

Peraturan Kepala Badan Pengawasan dan Pembangunan Nomor 

PER362/K/D4/2012 tentang pedoman probity audit pengadaan barang dan jasa 

pemerintah bagi Aparat Pengawasan Intern pemerintah (APIP) didalamnya 

mengacu pada standar audit dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan 



 

 

9 

 

Aparatur Negara Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat 

pengawasan Intern Pemerintah, yang meliputi: 

a. Prinsip-Prinsip Dasar  

Prinsip-prinsip dasar merupakan prinsip yang menuntut seorang auditor 

untuk memenuhi beberapa kewajiban diantaranya kewajiban mengikuti 

standar audit, kewajiban meningkatkan kemampuan secara terus menerus 

yang meliputi kemampuan teknis, manajerial, dan konseptual yang terkait 

dengan audit dan auditee.  

Dalam prinsip dasar ini selain auditor APIP juga diatur dalam memenuhi 

kewajibannya diantaranya kewajiban menyusun rencana pengawasan, 

kewajiban melakukan komunikasi serta persetujuan rencana pengawasan 

tahunan, megelola sumber daya manusia, menetapkan kebijakan dan 

prosedur, melakukan koordinasi, menyampaikan laporan berkala, 

melakukan pengembangan program dan pengendalian kualitas, 

menindaklanjuti pengaduan masyarakat. 

b. Standar Umum 

Standar Umum didalamnya berisi visi, misi, tujuan, kewenangan, dan 

tanggungjawab APIP yang harus dinyatakan secara tertulis, disetujui dan 

ditandatangani oleh pimpinan tertinggi organisasi. Dalam standar ini APIP 

harus independen dan para auditornya harus obyektif dalam pelaksanaan 

tugas terkait audit. Kompetensi auditor dijadikan dasar untuk menjalankan 

tugas yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain kompetensi beberapa 

persyaratan yang wajib dimiliki seorang auditor adalah tingkat pendidikan 
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formal minimal strata satu (S-1), kompetensi teknis, sertifikasi jabatan dan 

pendidikan atau pelatihan professional berkelanjutan.  

c. Standar Pelaksanaan Audit kinerja 

Standar pelaksanaan audit kinerja meliputi: perencanaan, supervisi, 

pengumpulan dan pengujian bukti, pengembangan temuan, dokumentasi. 

d. Standar Pelaporan  

Dalam standar ini mencakup beberapa hal diantaranya: seorang auditor 

berkewajiban membuat laporan secara tertulis dengan format yang mudah 

dimengerti oleh auditee dan pihak terkait lainnya. Sedangkan laporan yang 

dibuat harus berkualitas. 

e. Standar Tindak Lanjut 

Standar ini mengatur tentang ketentuan, kepastian saran dan 

rekomendasi yang meliputi: komunikasi dengan auditee, prosedur 

pemantauan, status temuan, ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-

undangan dan kecurangan. 

Temuan yang terindikasi ada tindakan ketidakpatuhan terhadap 

peraturan perundangan dan kecurangan, maka harus ditindaklanjuti dengan 

penegak hukum terkait. 

2.1.3  Kriteria dan Kualifikikasi Auditor Probity 

 Auditor probity adalah seseorang atau sekelompok orang yang bekerja 

(independent) melakukan audit pengadaan barang dan jasa dengan pendekatan 

probity (BPKP, 2012 ; 8) 
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Berdasarkan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (2012) 

auditor probity harus memenuhi kriteria ideal berikut:  

a. Syarat Personal  

1. Independen dan objektif yaitu tidak memihak, bebas dari bias, pengaruh 

atau kepentingan tertentu dari pihak pemerintah ataupun pihak ketiga 

atau kontraktor. 

2. Memiliki integritas yang tinggi dalam pelaksanaan penugasan memiliki 

karakter yang baik, menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan prinsip-

prinsip moral berdasarkan rekam jejak yang dapat 

dipertanggungjawabkan. 

3. Tidak memiliki benturan kepentingan dengan pihak atau objek yang 

diaudit. 

4. Memiliki kompetensi profesional dan kehati-hatian dalam 

melaksanakan tugasnya. 

5.  Memiliki pengetahuan dan kemampuan yang berhubungan dengan 

pengadaan barang dan jasa. 

6. Memiliki pengetahuan tentang isu-isu probity dan isu-isu korupsi dalam 

proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. 

7. Memiliki kemampuan interpersonal skills yang memadai dan kemapuan 

berkomunikasi secara efektif baik lisan maupun tulisan. 

8. Mampu menyimpan rahasia atas informasi yang diperoleh berkaitan 

dengan kegiatan yang diaudit. 
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9. Memiliki disiplin tinggi, tanggungjawab dan kualifikasi teknis untuk 

melaksanakan penugasan. 

10. Mampu mengambil keputusan bertindak tegas dan memiliki 

keteladanan dalam sikap perilaku serta tidak pernah terlipat Korupsi 

Kolusi dan Nipotisme (KKN). 

11. Bersedia menandatangani pakta integritas sebelum melaksanakan 

penugasan. 

12. Memiliki pengalaman dalam bidang audit pengadaan barang dan jasa 

b. Syarat Formal 

1. Berpendidikan minimal sarjana strata 1 (S1). 

2. Memiliki sertifikat keahlian bidang pengadaan barang dan jasa. 

3. Memiliki sertifikat jabatan auditor. 

2.1.4 Pelaksanaan Probity Audit 

Mengacu pada peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 

(2012), audit pengadaan barang dan jasa pemerintah dilakukan melalui 3 (tiga) 

tahapan diantaranya adalah: 

1. Tahap Perencanaan 

Persiapan audit merupakan tahapan yang harus dilakukan oleh APIP untuk 

merancang penugasan probity audit dan penyusunan tim termasuk koordinasi 

dengan auditee, sesuai dengan kebijakan masing-masing instansi. Audit 

dilaksanakan oleh tim berdasarkan surat tugas yang diterbitkan oleh APIP 

K/L/D/I sesuai dengan perencanaan penugasan. Oleh karena itu, audit dapat 

dilakukan terhadap keseluruhan tahapan proses pengadaan atau tahapan 



 

 

13 

 

tertentu yang telah ditetapkan. Ada beberapa tahap dalam persiapan audit, 

antara lain: 

a. Penyusunan Tim Audit. 

b. Penyusunan Kerangka Acuan Kerja Audit. 

c. Pembicaraan Dengan Pihak Auditee. 

2. Tahap Pelaksanaan  

Dalam tahap pelaksanaan audit kriteria paket pekerjaan diatur dalam 

Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (2012). Berikut ini 

adalah kriteria paket pekerjaan yang wajib dilakukan probity audit: 

1. Paket pekerjaan berisiko tinggi dan bersifat kompleks. 

2. Paket pekerjaan memiliki sejarah atau latar belakang yang kontroversional 

atau berhubungan dengan permasalahan hukum. 

3. Paket pekerjaan sangat sensitif secara politis. 

4. Paket pekerjaan yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. 

5. Paket pekerjaan berhubungan dengan kepentingan masyrakat luas. 

6. Paket pekerjaan untuk memenuhi pelayanan dasar masyarakat. 

7. Nilai paket pekerjaan relatif besar dibandingkan dengan nilai paket-paket 

pekerjaan yang lain. 

Adapun langkah-langkah pelaksanaan probity audit dan pelaporan hasil 

audit terdiri dari beberapa tahapan, yaitu: (a) Perencanaan pengadaan; (b) 

Persiapan pengadaan; (c) Pemilihan pascakualifikasi; (d) Pemilihan 

prakualifikasi; (e) Pelaksanaan kontrak jasa konsultansi badan usaha; (f) 
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Pelaksanaan kontrak jasa konsultasi perseorangan; (g) Pelaksanaan kontrak 

kostruksi; (h) Pelaksanaan kontrak pengadaan barang. 

3. Tahap Pelaporan Hasil Audit 

Pelaporan hasil audit sesuai dengan tahapan yang diaudit dan mengacu pada 

kebijakan pelaporan masing-masing instansi. Hasil audit dituangkan dalam 

format laporan berisi simpulan dan pendapat auditor atas proses pengadaan 

barang dan jasa dan disampaikan kepada auditee. Hasil audit diarahkan untuk 

memberikan kesimpulan bahwa proses PBJ telah dilakukan secara sesuai 

dengan prinsip-prinsip PBJ yaitu efisien, efektif, transparan, terbuka, adil/tidak 

diskriminatif, bersaing, dan akuntabel. 

Berkaitan dengan hal di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan probity 

audit meliputi 4 (empat) tahapan. Tahapan demi tahapan pelaksanaan probity audit 

dapat dilihat pada Tabel 2.1 sebagai berikut: 

Tabel 2.1 

Tahap-tahap pelaksanaan Probity Audit 

 

Tahap 

Perencanaan 

dan Persiapan 

Tahap Pemilihan 

Penyedia Barang dan 

Jasa 

Tahap 

Pelaksanaan 

Kontrak 

Tahap 

Pemanfaatan 

Barang dan 

Jasa 

Identifikasi 

kebutuhan 

Pengumuman Penyusunan 

rancangan 

kontrak, 

penandatanganan 

kontrak, dan 

penyerahan 

jaminan 

pelaksanaan 

Penyerahan 

barang dan 

jasa 

Penyusunan 

penetapan 

rencana 

penganggaran 

Pendaftaran dan 

pengambilan dokumen 

Surat perintah 

mulai kerja, 

program mutu, 

mobilitas, 

Pencatatan 

barang dan 

jasa dalam 

daftar 

inventaris 
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pemeriksaan 

lapangan 

Penetapan 

kebijakan 

umum dan 

Penyusunan 

KAK 

Pemberian 

penjelasan/Aanwijzing  

Pembayaran, 

perubahan 

lingkup 

pekerjaan, 

penyelesaian 

pekerjaan 

Pemanfaatan 

barang dan 

jasa 

Pembahasan 

anggaran 

dengan DPR/D 

Pemasukan dokumen 

penawaran 

  

Pengumuman 

RUP 

Pembukaan dokumen, 

evaluasi, dan 

pembuktian 

  

Pembentukan 

organisasi 

pengadaan; 

Sistem 

Pengadaan; 

Penyusunan 

HPS 

Penetapan pemenang, 

pengumuman 

pemenang, dan 

sanggahan 

  

       Sumber: Peraturan BPKP  (2012) 

 Dari tabel di atas dapat dipahami bahwa pelaksanaan probity audit 

dilaksanakan secara berurutan dimulai dari tahap perencanaan dan persiapan, dalam 

tahap ini dimulai dari identifikasi kebutuhan hingga penyusunan Harga Perkiraan 

Sendiri (HPS) kemudian dilanjutkan ke tahap pemilihan penyedia barang dan jasa, 

tahap pelaksanaan kontrak sampai dengan pemanfaatannya. Apabila satu tahapan 

dalam tabel di atas tidak dipenuhi maka bisa dipastikan tujuan probity audit tidak 

tercapai secara maksimal. 

 Tahapan demi tahapan audit yang dilaksanakan pada suatu penugasan audit 

akan menghasilkan output dan outcome yang berguna dalam pengambilan 

keputusan. 
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2.1.5 Efektivitas Probity Audit Pengadaan Barang dan Jasa 

Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran suatu pusat tanggungjawab 

dengan sasaran yang mesti dicapai, semakin besar kontribusi daripada keluaran 

yang dihasilkan terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut maka dapat dikatakan 

efektif pula unit tersebut (Rondonuwu et al, 2015). Sedangkan efisiensi adalah 

pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input 

terendah untuk mencapai output tertentu, efisiensi merupakan perbandingan output 

atau input yang dikaitkan dengan standar atau target kinerja yang telah ditetapkan 

(Rondonuwu et al, 2015).   

Output yang di targetkan dari pelaksanaan probity audit pegadaan barang dan 

jasa adalah hasil audit pengadaan barang dan jasa yang menyajikan informasi 

mengenai simpulan dan pendapat berdasarkan hasil penilaian atas proses pengadaan 

barang dan jasa yang diaudit, dikaitkan dengan prinsip-prinsip efisien, efektif, 

terbuka dan bersaing, transparan, adil/ tidak diskriminatif, dan akuntabel (BPKP, 

2012).  

Efektifiktas merupakan outcome yang harus dicapai dalam suatu penugasan 

probity audit. Outcome yang diharapkan dari pelaksanaan probity audit pengadaan 

barang dan jasa yaitu dapat dimanfaatkannya laporan hasil audit untuk pengambilan 

keputusan oleh manajemen puncak baik di tingkat Pemerintah pusat, Pemerintah 

daerah, dan Direksi Badan Usaha, sebagai upaya untuk memperbaiki perencanaan, 

pelaksaaan, dan pengendalian kegiatan pengadaan barang dan jasa agar lebih 

efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif dan 

akuntabel (BPKP, 2012). 
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Efektivitas pelaksanaan probity audit perlu didukung oleh auditor yang 

berkualitas agar probity audit berjalan sesuai dengan ketentuan pedomannya. 

Kualitas merupakan penggambaran karakteristik langsung dari suatu produk, 

seperti performansi, keandalan, kemudahan penggunaan, estetika dan sebagainya 

(Ariani, 2016). Laporan atau hasil audit berpengaruh dalam suatu pengambilan 

keputusan, kualitas hasil audit dipengaruhi oleh kualitas auditornya, kualitas audit 

yang bagus menunjukkan bahwa kualitas audit berpengaruh signifikan terhadap 

penerimaan opini audit. Auditor berkualitas tinggi akan mampu mendeteksi 

karakteristik perusahaan yang tidak bagus dan menyampaikan ke publik (Ariani, 

2016). Namun dalam penelitian ini kualitas auditor yang bagus adalah yang 

memenuhi kreteria seorang auditor sesuai pedoman audit pengadaan barang dan 

jasa dan mampu memberikan rekomendasi yang bermanfaat untuk auditee, sebab 

hasil dari probity audit adalah merupakan laporan pemeriksaan berupa rekomendasi 

bukan sebatas opini audit. 

Maka dari itu pelaksanaan probity audit harus memenuhi kriteria dan tahapan 

yang telah distandarkan sehingga outcome yang dihasilkan dapat 

dipertanggungjawabkan guna pengambilan keputusan yang relatif tepat. Sehingga 

faktor kelemahan dari beberapa penelitian sebelumnya dapat diperbaiki. Seperti 

yang diungkapkan oleh peneliti berikut. 

Menurut Utami (2017:13) beberapa faktor kelemahan pelaksanaan probity 

audit adalah sebagai berikut: 

1. Probity audit dinilai penting namun belum menjadi perhatian utama. 
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2. Belum ditetapkannya standar atau pedoman yang sama terhadap pelaksanaan 

probity audit, mengakibatkan tidak adanya keseragaman dalam melakukan 

kegiatan sehingga belum didapatkan hasil mutu yang sama. 

3. Terbatasnya sumber daya auditor yang mampu melakukan probity.  

4. Mengingat keterbatasan sumber daya manusia maka probity audit hanya 

dilakukan pada tahap tertentu. Hal ini tidak menyalahi pedoman yang tertuang 

dalam peraturan BPKP Nomor: PER362/K/D4/2012, yang menyebutkan 

bahwa probity audit dapat dilakukan mulai dari proses identifikasi kebutuhan 

pengadaan sampai dengan barang dan jasa dimanfaatkan atau hanya dilakukan 

pada tahapan tertentu dari suatu proses pengadaan barang dan jasa. 

5. Tidak ada pemantauan terhadap pelaksanaan rekomendasi karena belum ada 

ketentuan yang mengatur tentang perlakuan terhadap rekomendasi yang 

diberikan, sehingga auditee tidak memberikan tindak lanjut dalam bentuk 

laporan tertulis.  

 

2.2 Konsep Fraud Pengadaan Barang dan Jasa  

 Perkara PBJ (Pengadaan Barang dan Jasa) di KPK masih dominan. Hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Azmi et al. (2017) menunjukkan bahwa fraud 

pengadaan barang dan jasa termotivasi karena adanya tekanan pada lingkungan 

kerja, sistem pengendalian intern yang lemah sehingga menimbulkan kesempatan 

kepada seseorang untuk melakukan fraud, serta adanya pembenaran atas apa yang 

telah dilakukan (rasionalisasi), maupun capability seseorang dalam melakukan 

fraud. Oleh sebab itu, peran probity audit sangat dibutuhkan dalam mengawal 
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proses pengadaan barang dan jasa secara real time dan menyeluruh terhadap Unit 

Pengadaan barang dan jasa (LPSE) dan Unit Layanan Pengadaan (ULP) di 

pemerintah daerah, agar pelayanan publik yang berintegritas dan akuntabel dapat 

tercapai.  

 

2.3 Pengadaan Barang dan Jasa di Kalimantan Barat 

Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 pasal 1 menyatakan bahwa 

pengadaan barang dan jasa merupakan kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa 

oleh kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah/institusi yang prosesnya 

dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk 

memperoleh barang dan jasa. Pengadaan barang dan jasa pemerintah yang 

selanjutnya disebut LKPP yaitu lembaga pemerintah yang bertugas 

mengembangkan dan merumuskan kebijakan pengadaan barang dan jasa. 

 Prosedur dan mekanisme pengadaan barang dan jasa di Indonesia mengacu 

pada peraturan presiden nomor 4 Tahun 2015 tentang pengadaan barang dan jasa, 

pasal 17 ayat 2 yaitu menyusun rencana pemilihan penyedia barang dan jasa, 

menetapkan dokumen pengadaan, menetapkan besaran nominal jaminan, 

mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di website 

kementerian/lembaga/pemerintah daerah/institusi masing-masing serta 

menyampaikan kepada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) untuk 

diumumkan dalam portal pengadaan nasional, menilai kualifikasi penyedia barang 

dan jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi, melakukan evaluasi 

administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk, manjawab 
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sanggahan, menetapkan penyedia barang dan jasa, seleksi atau penunjukan 

langsung untuk paket pengadaan barang dan jasa konsultasi, menyampaikan hasil 

pemilihan dan salinan dokumen pemilihan penyedia barang dan jasa kepada Pejabat 

Pembuat Komitmen (PPK), menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang 

dan jasa; dan membuat laporan mengenai proses pengadaan kepada kepala Unit 

Layanan Pengadaan (ULP). 

Upaya monitoring pemerintah dilakukan dengan penerapan e-procurement. 

E-procurement adalah sistem pengadaan barang dan jasa menggunakan teknologi 

informasi dan transaksi elektronik sesuai ketentuan perundang-undangan 

(Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015). Kebijakan pengadaan barang dan jasa 

pemerintah (LKPP) dalam perpres nomor 4 Tahun 2015 dijelaskan bahwa 

pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik dilakukan dengan dua cara 

yaitu melalui e-tendering dan e-purchasing. Pelaksanaan yang dilakukan oleh 

LPSE sebagai bentuk dalam penyelenggaraan sistem pelayanan pengadaan barang 

dan jasa secara elektronik, sehingga dapat mempermudah dalam melakukan 

tendering atau lelang.  

Pada proses pengadaan barang dan jasa diterapkan probity audit oleh BPKP, 

audit dan proses pengadaan barang dan jasa dilakukan secara bersamaan atau 

realtime. Diharapkan, probity audit ini dapat meminimalisir terjadinya kecurangan 

dalam proses pengadaan barang dan jasa karena setiap kegiatan akan dilakukan 

audit. Penelitian Danuta (2017:171) menjelaskan e-procurement dapat mengurangi 

timbulnya arogansi dan kompetensi melalui transparansi yang diperoleh setelah 

menggunakan e-procurement, sehingga dapat mencegah terjadinya fraud. Hal ini 
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dikarenakan dalam proses pengadaan barang dan jasa dilakukan secara transparan 

yang mengikuti prinsip probity audit yaitu integritas, kejujuran, dan kebenaran 

sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.  

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 

pihak yang terkait dengan e-tendering, antara lain: 

1. Pengguna anggaran yang disebut PA adalah pejabat pemegang kewenangan 

penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah 

atau Pejabat yang disamakan pada institusi pengguna APBN/APBD. 

2. Kuasa pengguna anggaran yang disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan 

oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah 

untuk menggunakan APBN. 

3. Pejabat Pembuat Komitmen yang sebut PPK adalah pejabat yang 

bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. 

4. Unit Layanan Pengadaan yang disebut ULP/ Pejabat Pengadaan adalah unit 

organisasi kementerian/lembaga/insitusi yang berfungsi melaksanakan 

pengadaan barang dan jasa yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau 

melekat pada unit yang sudah ada. Sedangkan pejabat pengadaan adalah 

personil yang ditunjuk untuk melaksanakan pengadaan langsung, penunjukan 

langsung, dan e-purchasing. 

5. Panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan adalah panitia/pejabat yang 

ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil 

pekerjaan. 
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6. Aparat pengawasan intern pemerintah atau pengawas intern yang disebut 

APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, 

evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap 

penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi. 

7. Penyedia Barang dan Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang 

menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultasi/jasa lainnya. 

8. Pakta integritas adalah surat pernyataan yang berisi ikrar untuk mencegah dan 

tidak melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme dalam pengadaan barang dan 

jasa. 

9. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak 

maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan 

atau dimanfaatkan oleh pengguna barang. 

10. Pekerjaan konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan 

pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya. 

11. Jasa konsultasi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian 

tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir 

(brainware). 

12. Jasa lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang 

mengutamakan keterampilan (skillware) dalam suatu sistem tata kelola yang 

telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan sesuatu pekerjaan atau 

segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain jasa konsultasi, pelaksanaan 

pekerjaan konstruksi dan pengadaan barang. 
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2.4 Teori Stewardship 

 

 Penelitian ini menggunakan teori stewardship. Teori stewarship 

mempunyai akar psikologi dan sosiologi yang didesain untuk menjelaskan situasi 

dimana manajer sebagai steward dan bertindak sesuai kepentingan 

pemilik (Donaldson & Davis, 1991).  

Raharjo (2007) menyatakan dalam teori stewardship manajer akan 

berperilaku sesuai kepentingan bersama. Ketika kepentingan steward dan pemilik 

tidak sama, steward akan berusaha bekerjasama daripada menentangnya, karena 

steward merasa kepentingan bersama dan berperilaku sesuai dengan pemilik 

merupakan pertimbangan rasional karena steward lebih melihat pada usaha untuk 

mencapai tujuan organisasi. Teori stewardship mengasumsikan hubungan yang 

kuat antara kesuksesan organisasi dengan kepuasan pemilik. Steward akan 

melindungi dan memaksimalkan kekayaan organisasi dengan kinerja perusahaan, 

sehingga dengan demikian fungsi utilitas akan maksimal. Asumsi penting dari 

stewardship adalah manajer meluruskan tujuan sesuai dengan tujuan pemilik. 

Namun demikian tidak berarti steward tidak mempunyai kebutuhan hidup.  

Raharjo (2007) menyatakan bahwa teori stewarship merupakan teori yang 

menggambarkan kondisi ideal yang seharusnya terjadi untuk menghindari adanya 

konflik kepentingan antara pemerintah (steward) dan rakyat (principal). 

Hubungan teori stewardship dalam penelitian ini adalah pemerintah selaku 

steward yang berfungsi mengelola sumber daya sedangkan rakyat selaku principal 

sebagai pemilik sumber daya. Teori stewardship memberikan gambaran bahwa 

pemimpin tidak termotivasi oleh tujuan individu, namun lebih termotivasi untuk 



 

 

24 

 

mengutamakan kepentingan organisasi sehingga steward akan bertindak dengan 

baik sesuai dengan keinginan principal. Steward akan melaksanakan peraturan 

pemerintah secara konsisten menghemat belanja pemerintah secara efisien dan 

akuntabel, tanpa menyebabkan kerugian negara.   

Pemerintah melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai mekanisme dan 

pedoman yang telah di tetapkan sesuai aturan pemerintah tanpa mengurangi 

maupun menambahkan, sehingga dalam proses pelaksanaan dapat dilaporkan 

kesesuaiannya dengan peraturan yang berlaku di pemerintah (Raharjo, 2007). 

Tujuannya adalah untuk meningkatkan integritas pelayanan publik dan ketaatan 

terhadap aturan probity audit serta proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa 

yang telah ditetapkan. Harapannya transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan 

pengadaan barang dan jasa pemerintah dapat termonitor oleh BPKP, hal ini juga 

dapat dijadikan antisipasi serta meminimalisir kecurangan yang kemungkinan 

dapat ditimbulkan dari proses pengadaan barang dan jasa. 

 

2.5 Teori Fraud Pentagon 

 Tuanakotta (2016) dalam bukunya menjelaskan bahwa fraud adalah suatu 

tindakan melawan hukum dengan maksud untuk memperkaya diri sendiri atau 

orang lain yang ditandai dengan melakukan tipu daya, penyembunyian, atau 

pelanggaran kepercayaan. Berdasarkan definisi fraud  tersebut, disimpulkan bahwa 

fraud adalah tindakan yang mengandung: (a) Perbuatan melawan hukum; (b) Unsur 

kesengajaan; (c) Niat jahat; (d) Penipuan (deception); (e) Penyembunyian 
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(concealment); (f) Penyalahgunaan kepercayaan (violation of trust); (g) Bertujuan 

mengambil keuntungan ilegal (Tuanakotta, 2016).  

Pada dasarnya fraud dapat dikelompokkan pada berbagai macam jenis 

kegiatan. Menurut Tuanakotta (2016) fraud dapat dikelompokkan menjadi tiga 

kelompok, yaitu: (1) Korupsi (corruption), Kejahatan korupsi dapat dikatakan 

sebagai benturan kepentingan (conflicts of interest), penyuapan (bribery), dan 

pemberian hadiah terselubung yang merupakan bentuk lain dari penyuapan; (2) 

Pengambilan aset secara ilegal (asset misappropriation) pada umunya dilakukan 

oleh seseorang yang diberi wewenang untuk mengelola atau mengawasi aset 

tersebut, atau hal ini sering disebut dengan penggelapan; (3) Penyalahsajian laporan 

keuangan (fraudulent statements), kejahatan jenis ini sangat dikenal oleh auditor 

keuangan. Fraud ini merupakan salah satu penyampaian laporan keuangan secara 

menyesatkan. Salah saji laporan keuangan dapat berupa menyajikan aset atau 

pendapatan lebih tinggi dari yang sebenarnya atau menyajikan aset atau pendapatan 

lebih rendah dari yang sebenarnya. 

 Teori pentagon atau crowe’s fraud pentagon theory merupakan teori 

terbarukan membahas mengenai faktor-faktor pemicu fraud lebih mendalam 

(Danuta, 2017). Teori ini memperluas teori fraud triangle yang telah terlebih dahulu 

dikemukakan oleh Cressey, didalam teori pentagon menambahkan dua elemen 

fraud lainnya yaitu kompetensi (competence) dan arogansi (arrogance). 

Kompetensi (competence) menurut teori fraud pentagon bermakna serupa dengan 

kapabilitas/kemampuan (capability) sebelumnya dijelaskan dalam teori fraud 

diamond oleh (Pardosi, 2013). Kompetensi atau kapabilitas adalah kemampuan 
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karyawan untuk mengabaikan kontrol internal, mengembangkan strategi 

penyembunyian, dan mengontrol situasi sosial untuk keuntungan pribadinya 

(Danuta, 2017). Arogansi adalah sikap superioritas atas hak yang dimiliki dan 

merasa bahwa kontrol internal atau kebijakan perusahaan tidak berlaku untuk 

dirinya (Aprilia, 2017). 

 

Gambar 2.1 Teori Pentagon 

Sumber: Pardosi (2013) 

 

 Penelitian ini menggabungkan 2 (dua) teori yang akan mendasari penelitian 

yaitu teori stewardship dan teori pentagon. Faktor korupsi yang terjadi di 

pemerintah daerah menjadi isu kejanggalan sehingga pemerintah mengeluarkan 

probity audit agar konsep peran steward dan pricipal dilaksanakan secara 

maksimal.  

Relevansi teori fraud pentagon dalam penelitian ini adalah preasure terhadap 

BPKP. Jumlah auditee yang terbatas serta jangkauan kabupaten atau auditee yang 

luas ditambah dengan target yang harus dicapai membuat Perwakilan BPKP 

tertekan dalam hal pembagian waktu dan personel. Padahal, dalam pelaksanaan 

probity audit semua mekanisme harus dilalui, sementara waktu semakin pendek. 
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Hal ini dapat menciptakan peluang kepada auditor dalam pelaksanaan probity audit, 

misalnya karena mekanisme yang panjang maka untuk mekanisme selanjutnya 

diabaikan yang terpenting pelaksanaan probity audit berjalan dan ada bukti 

dokumen untuk laporan sehingga semua auditee yang di targetkan untuk di audit 

selesai.  

Teori pentagon memberikan implikasi dalam pelaksanaan probity audit. 

Pertama, arogan karena yang menjadi steward dan principal sebagian merupakan 

para pejabat yang memiliki sifat arogan dan menyalahgunakan wewenang untuk 

berbuat tidak etis, sehingga banyak para pejabat daerah mencari jalan pintas agar 

probity audit berjalan mulus dan pekerjaan di menangkan. Perilaku tidak etis ini 

mencakup persekongkolan dan korupsi dengan pola penyalahgunaan wewenang, 

suap yang dilakukan oleh penyedia barang dan jasa, dan kolusi yang tersistematis, 

baik yang dilakukan antar pejabat, antara pejabat dengan penyedia barang dan jasa, 

maupun antar penyedia barang dan jasa, sehingga penting dilakukan current audit 

pengadaan barang dan jasa pada setiap instansi pemerintah (Alfian, 2015). Kedua, 

kompeten yaitu kompetensi seorang personel auditor internal dalam melaksanakan 

probity audit seharusnya dapat dibuktikan, misalnya sertifikat sebagai capaian 

kelulusan dalam mengikuti pelatihan dan pendidikan. Seorang auditor yang tidak 

memeliki kompetensi akan mempengaruhi hasil pekerjaannya Tuanakotta (2011), 

kompetensi merupakan keahlian seorang auditor yang diperoleh dari pengetahuan, 

pengalaman, dan pelatihan. Seseorang wajib memenuhi persyaratan tertentu untuk 

menjadi auditor. Auditor harus memiliki kualifikasi untuk memahami kriteria yang 

digunakan dan harus kompeten untuk mengetahui jenis serta jumlah bukti yang 
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akan dikumpulkan guna mencapai kesimpulan yang tepat setelah memeriksa bukti 

itu (Arens et al, 2012). Ketiga, peluang korupsi pengadaan barang dan jasa sangat 

besar karena jumlah uang atau anggaran yang dikeluarkan juga sangat besar.  

Berdasarkan data direktorat jenderal pertimbangan keuangan, rata-rata porsi 

belanja pegawai dalam APBD 2015, baik propinsi maupun kabupaten/kota 

mencapai 40% sedangkan porsi belanja pegawai di tingkat pemerintah 

kabupaten/kota tercatat rata-rata mencapai 46% (Fiansyah, 2017). Maka dari itu 

dokumen yang dipersiapkan oleh auditee untuk di lakukan probity audit tidak 

memenuhi, bisa terjadi kesalahan atau tidak sesuai dengan kriteria persyaratan 

audit. Keempat, tekanan yang dialami tim auditor probity audit dari pejabat yang 

lebih tinggi diatasnya. Tekanan disini bisa dari target pekerjaan maupun beban kerja 

yang tinggi yang dialami personel karena terbatasnya jumlah auditor. Kelima, 

rasionalisasi yaitu upaya pembelaan diri tim auditor karena merasa telah bekerja 

maksimal seolah membenarkan kelakuannya karena hanya menjalankan tugas 

tanpa memperhatikan mekanisme yang seharusnya dijalankan. 

 

2.6 Penelitian Terdahulu 

Peneliti mempelajari beberapa penelitian terdahulu sebagai bahan kajian 

diantaranya: 

 Legawa (2015) menyatakan dalam penelitiannya analisis peranan 

inspektorat daerah dalam pencegahan dan pendeteksian fraud pengadaan barang 

dan jasa pemerintah daerah di inspektorat kabupaten Kulonprogo. Tujuan penelitian 

ini adalah untuk menentukan langkah-langkah yang seharusnya dilakukan oleh 
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inspektorat daerah untuk meningkatkan efektivitas peranannya dalam mencegah 

dan mendeteksi fraud pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa meskipun masih terdapat beberapa kendala, namun 

secara umum inspektorat daerah telah berperan dengan baik dalam pencegahan dan 

pendeteksian fraud pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah. Khusus untuk 

pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah dengan nilai yang besar dan dengan 

resiko yang tinggi, pencegahan dan pendeteksian fraud belum dilakukan dengan 

baik. 

 Mahfuroh (2016) menyatakan dalam penelitiannya mengenai evaluasi 

pelaksanaan probity audit dalam mencegah dan mendeteksi kecurangan pengadaan 

barang dan jasa (kasus di inspektorat kabupaten rembang). Penelitian ini bertujuan 

untuk memahami secara mendalam proses pelaksanaan probity audit di Indonesia 

dan mengetahui apakah probity audit telah mampu mencegah dan mendeteksi 

kecurangan pengadaan barang dan jasa. Hasil penelitian ini menemukan bahwa 

pelaksanaan probity audit oleh Inspektorat Kabupaten Rembang belum 

dilaksanakan secara optimal. keterbatasan jumlah personel, waktu pelaksanaan, 

kurangnya kompetensi auditor, dan anggaran menjadi penyebabnya. Probity audit 

juga belum bisa mencegah dan mendeteksi kecurangan pengadaan barang dan jasa 

disebabkan oleh terlambatnya penunjukan dan keterlibatan auditor dalam proses 

pengadaan barang dan jasa, kurangnya mempertimbangkan aspek kualitas dan 

kuantitas hasil pengadaan barang dan jasa, dan lebih mengedepankan pemeriksaan 

pada aspek administratif. 
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 Ng dan Ryan (2001) menyatakan dalam penelitiannya mengenai penerapan 

probity audit di negara Australia kota Queensland. Peneliti mencari tahu upaya 

apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan transparansi dan 

akuntabilitas dengan melaksanakan probity audit. Pada penelitian ini memberikan 

petunjuk bahwa konsep probity audit kurang ditegaskan atau didefinisikan dengan 

baik, dibeberapa badan pemerintah, proses pelaksanaan dan cara melakukan 

probity audit lingkupnya masih terlalu luar karena tergantung aktivitas PBJnya, 

sebagian audit harus dilakukan tepat waktu meskipun kejadiannya telah selesai 

dan juga relatif jarang dilakukan, mayoritas audit dilakukan oleh pihak di luar 

sektor publik dan akuntan yang paling banyak melakukannya, banyak dilakukan 

perubahan personil di pemerintahan sehingga orang-orang yang menguasai 

probity audit dipindah, sehingga perubahan struktur departemen berdampak pada 

data yang dikumpulkan. 

 Utami (2017), menyimpulkan bahwa probity audit diperlukan dan probity 

audit terbukti dapat memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan pada 

ketentuan dan mampu mencegah pelanggaran peraturan. Probity audit yang 

dilaksanakan belum berjalan optimal karena pelaksanaannya belum sepenuhnya 

sesuai dengan peraturan BPKP Nomor: PER-362/K/D4/2012. Hasil penelitian ini 

menunjukan bahwa pelaksanaan probity audit sangat dibutuhkan dalam 

menciptakan penyelenggaraan pelayan publik yang berintegritas dan akuntabel, 

namun ketaatan terhadap pedoman dan aturan probity audit yang menjadi dasar 

pelaksanaan audit belum maksimal. 
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2.7 Alur Pelaksanaan Penelitian 

Tabel 2.7 Kerangka Pelaksanaan Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Perpres Nomor 4 Tahun 2015 

Tentang Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah 

Peraturan BPKP Nomor: PER-

362/K/D4/2012 tentang 

Pedoman Probity Audit 

 

Potensi Ketidaktaatan 

Lembaga dalam Pelaksanaan 

Proses Pengadaan 

Barang/Jasa 

Potensi Ketidaktaatan dalam 

Pelaksanaan Probity Audit 

Pengadaan Barang/Jasa pada 

BPKP Kalimantan Barat 

1. Bagaimana Penerapan Peraturan BPKP Nomor 362 Tahun 2012 tentang 

Probity Audit di Kalimantan Barat? 

2. Apakah Pelaksanaan Audit Pengadaan Barang dan Jasa di Kalimantan 

Barat telah berjalan secara efektif? 

Wawancara Pengumpulan 

Data 
Dokumentasi 

Analisis Data  

Evaluasi 

Kesimpulan dan 

Rekomendasi 
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Dasar utama dalam penelitian ini dan sebagai bahan pemikirannya, yaitu 

Perpres Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan 

Peraturan BPKP Nomor: PER-362/K/D4/2012 tentang Pedoman Probity Audit. Hal 

ini dipilih karena peneliti melihat isu dan data dilapangan jumlah kasus korupsi 

maupun kecurangan terhadap proses pengadaan barang dan jasa terus bertambah. 

Potensi tersebut diduga karena ketidakpatuhan atau penyimpangan terhadap 

peraturan tersebut.  Peneliti kemudian merumuskan masalah yang terjadi untuk 

mencari data dilapangan. Analisis data yang dilakukan oleh peneliti melalui 

pengujian variabel untuk mempermudah evaluasi dan membuat kesimpulan. 

Langkah ini dilakukan sebagai berikut:  

1. Mengkaji Perpres Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa 

Pemerintah dan Peraturan Kepala BPKP Nomor: PER-362/K/D4/2012 tentang 

pedoman probity audit, 

2. membandingkan pedoman probity audit dengan pelaksanaan probity audit yang 

dilakukan oleh Perwakilan BPKP Kalimantan Barat untuk mengetahui 

bagaimana pelaksanaan probity audit dalam mencegah kecurangan pengadaan 

barang dan jasa di pemerintahan Kalimantan Barat dengan ketentuan yang 

berlaku melalui wawancara (sesuai dengan protokol) dan dokumentasi, 

3. melakukan analisis wawancara dan data dokumen, 

4. mengevaluasi hasil analisis data,  

5. memberikan usulan untuk perbaikan pelaksanaan probity audit. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

  

3.1. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif untuk melakukan evaluasi 

terhadap pelaksanaan probity audit di Perwakilan BPKP Kalimantan Barat. 

Pelaksanaan probity audit sebagai upaya pengawasan dan penilaian sehingga 

dapat mencegah dan mendeteksi kemungkinan kecurangan yang terjadi dalam 

pengadaan barang dan jasa di pemerintah. Hal tersebut, dapat dikaji dan diteliti 

secara mendalam dengan menerapkan metode penelitian kualitatif. 

Menurut Moleong (2014), penelitian kualitatif adalah penelitian yang 

bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek 

penelitian misalnya perilaku, persepsi, tindakan, yang dilakukan secara holistik, dan 

dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks 

khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.  

Penelitian kualitatif digunakan dalam penelitian ini untuk mendapatkan 

analisis yang lebih mendalam mengenai pelaksanaan probity audit di Perwakilan 

BPKP Kalimantan Barat. Peneliti melakukan analisis melalui pengamatan, 

wawancara mendalam dan penelaahan dokumen serta observasi. Wawancara 

ditujukan kepada minimal 10 (sepuluh) partisipan dan penelaahan dokumen serta 

observasi disesuaikan dengan kondisi dilapangan. 
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3.2  Objek Penelitian 

Objek penelitian yang dipilih adalah Perwakilan BPKP Kalimantan Barat dan 

Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) serta Unit Layanan Pengadaan 

(ULP) Pemerintah Propinsi Kalimantan Barat. 

 

3.3  Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian kunci dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri. Fokus  

penelitian yang telah dianggap jelas, kemudian dilakukan pengumpulan data sendiri 

untuk didokumentasi, observasi perilaku, atau wawancara langsung dengan 

partisipan (Creswell, 2014). Peneliti menggunakan alat bantu perekam suara, 

kamera, alat tulis, pedoman wawancara dan perangkat lunak komputer. Semi 

protokol wawancara sebagai pedoman agar tema wawancara tidak menyimpang 

dari tujuan penelitian yang dilakukan.  

Proses analisis yang dilakukan oleh peneliti menggunakan analisis manual 

kemudian dikategorikan masing-masing rumusan sesuai tema dalam semi protokol 

wawancara untuk memudahkan peneliti mengambil suatu kesimpulan atau analisis.  

 

3.4 Data 

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini didapatkan dari proses 

wawancara dan observasi kepada partisipan yang memiliki hubungan dan terkait 

dengan pengawasan pengadaan barang dan jasa di pemerintah. 

Data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini berupa dokumen 

publikasi, aturan dan pedoman sesuai aturan probity audit, struktur organisasi, tugas 
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pokok dan fungsi, serta dokumen perencanaan, Laporan Pelaksana APBD, Laporan 

Pengadaan barang dan jasa, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Laporan 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), dan referensi lain yang 

berkaitan 

 

3.5 Sumber Data 

Partisipan dalam penelitian ini adalah auditor yang bekerja di Perwakilan 

BPKP dan pernah melakukan probity audit. Sumber data utama yang digunakan 

dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, tindakan dan data tambahan seperti 

dokumen, tertulis, foto dan data statistik. Sumber data utama diperoleh dengan 

mengamati dan mewawancarai partisipan kemudian dicatat melalui perekaman 

video atau audio tapes, pengambilan foto atau film. Data tambahan yang merupakan 

sumber tertulis adalah data yang sangat mendukung dalam jalannya penelitian, 

sumber tertulis merupakan dokumen resmi instansi yang mendukung data 

penelitian. Selain sumber tertulis dokumen lain berupa foto dapat memperkaya data 

untuk penelitian kualitatif karena foto menghasilkan data deskriptif yang berharga 

dan sering digunakan untuk menelaah segi subjektif dan hasilnya dianalisis secara 

induktif, baik foto yang dihasilkan oleh orang maupun foto yang dihasilkan oleh 

peneliti sendiri (Moleong, 2014).   

 

3.6  Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan dua teknik, antara lain: 

  



 

 

36 

 

a. Wawancara  

Wawancara akan dilakukan oleh peneliti dalam rangka 

pengumpulan data dan mendapatkan keterangan-keterangan langsung 

melalui bertatap muka langsung dengan partisipan. Peneliti akan 

menggunakan wawancara semiterstruktur. Ada wawancara yang bersifat 

terbuka dan tertutup, dalam penelitian kualitatif sebaiknya digunakan 

wawancara terbuka yang para subjeknya tahu bahwa mereka sedang 

diwawancara dan mengetahui pula apa maksud dan tujuan wawancara itu 

(Moleong, 2014: 189).  

Dalam wawancara kualitatif, peneliti dapat melakukan face to face 

interview (wawancara berhadap-hadapan) dengan partisipan, 

mewawancarai mereka dengan telepon, atau terlibat dalam focus group 

interview (interview dalam kelompok tertentu) (Creswell, 2014: 267). 

Dalam proses wawancara peneliti menggunakan acuan dasar semi protokol 

wawancara yang akan dijadikan pedoman pertanyaan sesuai dengan fokus 

penelitian. Selanjutnya hasil wawancara di transkrip dan kemudian 

dianalisis.  

b. Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan menelaah berbagai dokumen, arsip, maupun referensi yang relevan 

dengan masalah yang diteliti. Dokumen ini bisa berupa dokumen publik 

(koran, makalah, laporan kantor) ataupun dokumen privat (buku harian, 

diary, surat, e-mail) (Creswell, 2014:267). 
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Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan data sekunder. 

Data primer dapat diperoleh melalui wawancara kepada para partisipan. 

Wawancara ditujukan kepada partisipan yang berpengalaman ditugaskan 

melakukan probity audit, penunjukan partisipan berdasarkan rekomendasi 

dari kepala sub kepegawaian Perwakilan BPKP Kalimantan Barat.  Berikut 

ini daftar partisipan yang telah diwawancarai: 

 

Tabel 3.1 

Daftar Partisipan 

 

Jabatan Instansi 

Ketua Tim Audit Perwakilan BPKP 

Koordinator Pengawas Audit Perwakilan BPKP 

Anggota Audit Perwakilan BPKP 

PPA (Kepala Rutan Sambas) Rumah Tahanan Sambas 

Tim PPA (Staf Ahli) - 

Unit Layanan Pengadaan ULP 

Kepala Seksi LPSE LPSE  

    Sumber: Olah data peneliti (2018). 

 

c. Observasi  

Observasi kualitatif merupakan observasi yang didalamnya peneliti 

langsung turun kelapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas 

individu-individu di lokasi penelitian. Dalam pengamatan ini peneliti 

merekam dan mencatat baik dengan cara terstruktur maupun semi 

semistruktur (misalnya dengan mengajukan sejumlah pertanyaan yang 

memang ingin diketahui oleh peneliti) aktivitas –aktivitas dalam lokasi 

penelitian.  
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Para peneliti kualitatif juga dapat terlibat dalam peran-peran yang 

beragam, mulai dari sebagai non partisipan hingga partisipan utuh 

(Creswell, 2014).  

 

3.7  Pengujian Keabsahan Data 

Pengujian keabsahan data sangat di perlukan dalam suatu penelitian 

kualitatif, peneliti melakukan pengujian keabsahan data yang berpedoman pada 

buku metode penelitian yang ditulis oleh Moleong. Pengujian keabsahan data 

dalam penelitian ini, sebagai berikut (Moleong, 2014): 

3.7.1 Pengamatan  

Serangkaian kegiatan yang dibuat secara terstruktur dan dilakukan 

secara serius dan berkesinambungan terhadap segala realistis yang ada 

dilokasi penelitian dan untuk menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur di dalam 

situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau peristiwa yang sedang 

dicari kemudian difokuskan secara terperinci dengan melakukan ketekunan 

pengamatan mendalam.  

3.7.2 Triangulasi  

Triangulasi data adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data yang terkumpul untuk 

keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data-data yang 

diperoleh sebelumnya. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara 

mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber untuk menilai 

kredibilitas data, misalnya menanyakan hal yang sama kepada orang yang 

berbeda.  
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Teknik pemeriksaannya memanfaatkan penggunaan sumber, 

metode, penyidik dan teori. Trianggulasi data di lapangan dapat dilakukan 

dengan literatur terkait, sehingga causal map untuk membantu peneliti 

dalam membuat sebuah kesimpulan penelitian terlaksana dengan baik.  

Dalam hal ini, peneliti melakukan pengujian keabsahan data di atas 

untuk menguji semua data yang diperoleh baik berupa data wawancara 

maupun dokumen dari Perwakilan BPKP Kalimantan Barat. 

 

3.8 Teknik Analisis Data 

 Peneliti menggunakan teknik analisis data yang pernah digunakan oleh 

peneliti kualitatif terdahulu. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik 

analisis yang dilakukan oleh (Creswell,2016). Dalam proses analisis data penelitian 

kualitatif, peneliti berpedoman pada klasifikasi beberapa tahap sebagai berikut: 

1) Mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis 

Hasil wawancara yang diperoleh dari partisipan, kemudian ditranskrip ke dalam 

bentuk tulisan tanpa mengubah isi dan makna yang disampaikan oleh partisipan. 

Data yang dikumpulkan dari hasil wawancara dan dokumentasi tersebut disusun 

dan direduksi berdasar sumber informasi sehingga siap dianalisis dan 

mengaitkan dengan literatur. 

2) Membaca keseluruhan data 

Pada tahap ini, penulis membaca keseluruhan data agar mendapat gagasan 

umum dari apa yang sudah disampaikan partisipan. Selanjutnya dibuat catatan-
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catatan kecil dari gagasan yang diperoleh untuk mendapatkan gambaran umum 

mengenai tema yang sesuai dengan konteks.  

3) Memulai menkoding semua data 

Tahap ini, penulis melakukan pengolahan data dan mengkategorikan sesuai 

dengan problem riset yang diangkat dan memaknai data tersebut. Kategori-

kategori tersebut kemudian direduksi dalam tabel untuk memudahkan 

mengelompokkan data yang ada dari berbagai sumber. 

4) Mendeskripsikan tema atau kategori yang akan dianalisis 

Deskripsi dilakukan setelah melalui proses koding. Deskripsi merupakan usaha 

untuk menyampaikan informasi secara detail mengenai fenomena yang terjadi 

melalui tema atau kategori yang telah dihasilkan sebelumnya. Tema yang sudah 

ada dapat diubah atau menambah tema baru lainnya jika tema tidak sesuai 

dengan kelompok kode. Hasil deskripsi tersebut selanjutnya disajikan kembali 

dalam bentuk laporan.  

5) Menginterpretasi atau memaknai data 

Setiap tema didefinisikan dan diberi nama yang jelas. Selanjutnya melakukan 

interpretasi atau pemaknaan data dengan membandingkan hasil penelitian 

dengan informasi yang diperoleh dari literatur maupun teori-teori yang ada. 

6) Penyusunan laporan 

Laporan disusun dengan memilih tema yang dapat memberikan kontribusi bagi 

penelitian ini.  
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Proses analisis data apabila digambarkan alurnya nampak sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Proses Analisis Data 

 

Gambar 3.1 di atas adalah proses yang dilakukan oleh peneliti dalam 

melakukan analisis data. Peneliti melakukan proses mengklasifikasikan, 

mengurutkan dan mengatur banyaknya data atau informasi, memeriksa korelasi 

antara data satu dengan yang lain.  
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 (grounded teory dan studi kasus)  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1  Gambaran Umum dan Sejarah Singkat Perwakilan Badan 

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kalimantan Barat.  

Sejarah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) 

diawali sebelum era kemerdekaan. Besluit Nomor 44 tanggal 31 Oktober 

1936 secara eksplisit ditetapkan bahwa Djawatan Negara (Regering 

Accountantsdienst) bertugas melakukan penelitian terhadap pembukuan 

dari berbagai perusahaan negara dan jawatan tertentu. Dari sini dapat di 

ketahui apparat pengawasan pertama di Indonesia adalah Djawatan Akuntan 

Negara (DAN) tugasnya memberikan pengawasan terhadap pengelolaan 

perusahaan negara yang betanggungjawab kepada kementerian keuangan. 

Pada tahun 1983 diterbitan Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 

1983 lembaga pengawasan di transformasikan menjadi Badan Pengawasan 

Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang bertanggungjawab langsung 

kepada Presiden. Kemudian tahun 2001 diterbitkan Keputusan Presiden 

Nomor 103 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan 

organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen 

sebagaimana telah berulang kali dirubah, hingga terakhir melalui Peraturan 

Presiden No. 64 Tahun 2005 pasal 52 disebutkan bahwa BPKP mempunyai 

tugas melaksanakan tugas pemerintahan dibidang pengawasan keuangan 

dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundangan 
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yang berlaku. BPKP diarahkan lebih bersifat preventif dan tidak sepenuhnya 

represif.  

BPKP melakukan reposisi dan revitalisasi fungsi yang kedua kalinya 

pada tanggal 11 Desember 2006 sesuai arahan Presiden RI. Reposisi dan 

revitalisasinya sekaligus menajamkan visi misi serta strategi. Dengan visi 

baru yaitu auditor intern pemerintah yang proaktif dan terpercaya dalam 

mentransformasikan manajemen pemerintahan menuju pemerintahan yang 

baik dan bersih. 

Pada awal pemerintahan Jokowi tahun 2014, peran BPKP 

ditegaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan 

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan selain itu Presiden mengeluarkan 

Instruksi  Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang 

peningkatan kualitas sistem pengendalian intern dan keandalan 

penyelenggaraan fungsi pengawasan intern dalam rangka mewujudkan 

kesejahteraan masyarakat dengan menugaskan BPKP melakukan 

pengawasan dalam rangka meningkatkan penerimaan negara atau daerah 

serta efisiensi dan efektivitas anggaran pengeluaran negara atau daerah 

diantaranya: a). audit dan evaluasi terhadap pengelolaan penerimaan pajak, 

bea dan cukai; b). audit dan evaluasi terhadap pengelolaan penerimaan 

negara bukan pajak pada instansi pemerintah, badan hukum lain dan wajib 

bayar; c). audit dan evaluasi terhadap pengelolaan pendapatan asli daerah; 

d). audit dan evaluasi terhadap pemanfaatan asset negara atau daerah; e). 

audit dan evaluasi terhadap program kegiatan strategis di bidang 
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kemarintiman, ketahanan energi, ketahanan pangan, infrastruktur 

pendidikan dan kesehatan; f). audit dan evaluasi terhadap pembiayaan 

pembangunan nasional atau daerah; g). evaluasi terhadap penerapan sistem 

pengendalian internal dan sistem pengendalian kecurangan yang dapat 

mencegah dan mendeteksi dan menangkal korupsi; h). audit investigatif 

terhadap penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara atau 

daerah untuk memberikan dampak pencegahan yang efektif; i). audit dalam 

rangka perhitungan kerugian keuangan negara atau daerah dan pemberian 

keterangan ahli sesuai peraturan perundangan. Munculnya instruksi ini 

sekaligus meningkatkan peran Perwakilan BPKP di beberapa daerah di 

Indonesia. 

 

4.2 Visi dan Misi Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan 

Pembangunan (BPKP) Kalimantan Barat.  

Perwakilan BPKP berperan mengawal akuntabilitas keuangan dan 

pembangunan mempunyai Visi dan Misi sebagai berikut: 

4.2.1 Visi Perwakilan BPKP 

Visi Perwakilan BPKP Kalimantan Barat adalah menjadi auditor 

internal pemerintah republik Indonesia berkelas dunia untuk meningkatkan 

akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan nasional. 

4.2.2 Misi Perwakilan BPKP  

Berikut ini adalah misi Perwakilan BPKP Kalimantan Barat:  



 

 

45 

 

a) Menyelenggarakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas 

pengelolaan keuangan dan pembangunan nasional guna mendukung tata 

kelola pemerintahan dan korporasi yang bersih dan efektif. 

b) Membina penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah yang 

efektif. 

c) Mengembangkan kapabilitas pengawasan intern pemerintah yang 

profesional dan kompeten. 

 

4.3 Tugas dan Fungsi Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan 

Pembangunan (BPKP) Kalimantan Barat. 

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014 

pasal 2 dan 3 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 

(BPKP) menjelaskan bahwa BPKP mempunyai tugas menyelenggarakan 

urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara, daerah dan 

pembangunan nasional. 

Berdasarkan Perpres Nomor 192. (2014), fungsi BPKP adalah sebagai 

berikut: 

1. Melaksanakan perumusan kebijakan nasional pengawasan intern 

terhadap akuntabilitas keuangan negara dan daerah serta pembangunan 

nasional meliputi kegiatan yang bersifat lintas sektoral, kegiatan 

kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh menteri 

keuangan selaku bendahara umum negara dan kegiatan lain berdasarkan 

penugasan dari presiden. 
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2. Mewujudkan pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan 

kegiatan pengawasan lainnya terhadap perencanaan dan 

pertanggungjawaban akuntabilitas penerimaan negara/daerah dan 

akuntabilitas pengeluaran keuangan negara atau daerah serta 

pembangunan nasional dan atau kegiatan lain seluruh atau sebagian 

keuangannya dibiayai oleh anggaran negara atau daerah dan atau subsidi 

termasuk badan usaha dan badan lainnya yang didalamnya terdapat 

kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari pemerintah pusat dan 

atau pemerintah daerah serta akuntabilitas  pembiayaan keuangan 

negara atau daerah. 

3. Melakukan pengawasan intern terhadap perencanaan dan pelaksanaan 

pemanfaatan aset negara atau daerah. 

4. Melakukan Pemberian konsultasi terkait dengan manajemen risiko, 

pengendalian intern dan tata kelola terhadap instansi atau badan usaha 

atau badan lainnya dan program kebijakan pemerintah yang strategis. 

5. Berperan sebagai pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan 

program dan atau kegiatan yang menghambat kelancaran pembangunan 

audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap 

kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan 

negara atau daerah, audit perhitungan kerugian keuangan negara atau 

daerah, pemberian keterangan ahli dan upaya pencegahan korupsi. 

6. Melaksanakan pengkoordinasian dan sinergi penyelenggaraan 

pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara atau daerah 
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dan pembangunan nasional bersama-sama dengan aparat pengawasan 

intern pemerintah lainnya. 

7. Mewujudkan pelaksanaan reviu atas laporan keuangan dan laporan 

kinerja pemerintah pusat. 

8. mewujudkan pelaksanaan sosialisasi, pembimbingan dan konsultasi 

penyelenggaraan system pengendalian intern kepada instansi 

pemerintah pusat, pemerintah daerah dan badan-badan yang di 

dalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari 

pemerintah pusat atau pemerintah daerah. 

9. Mewujudkan pelaksanaan kegiatam pengawasan berdasarkan 

penugasan pemerintah sesuai perundang-undangan. 

10. Sebagai pembinaan kapabilitas pengawasan intern pemerintah dan 

sertifikasi jabatan fungsional auditor. 

11. Sebagai pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penelitian dan 

pengembangan di bidang pengawasan dan sistem pengendalian intern 

pemerintah. 

12. Melaksanakan pembangunan dan pengembangan serta pengelolaan data 

dan informasi hasil pengawasan atas penyelenggaraan akuntabilitas 

keuangan negara kementerian Lembaga dan keuangan negara. 

13. Melaksanakan pelaksanaan pengawasan intern terhadap pelaksanaan 

tugas dan fungsi BPKP. 

14. Melaksanakan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang 

perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, 
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kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, kehumasan, persadian, 

perlengkapan dan rumah tangga. 

Memperhatikan peran dan fungsi Perwakilan BPKP di atas tugas 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan 

negara daerah dan pembangunan nasional menjadi tanggungjawab utama 

BPKP pada umumnya dan perwakilan BPKP di setiap daerah.   

 

4.4 Struktur Organisasi Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan Dan 

Pembangunan (BPKP) 

 

Adapun struktur organisasi Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan 

dan Pembangunan (BPKP) sebagai berikut: 

Gambar 4.1 Struktur Organisasi 

Perwakilan BPKP Kalimantan Barat 

 

 
 

 

Pada gambar 4.1 di atas, terlihat bahwa auditor mendapatkan 

penugasan langsung dari kepala perwakilan BPKP dan sekaligus 

bertanggungjawab penuh atas penugasan probity audit. Akan tetapi, dalam 

Kepala 
Perwakilan BPKP 
Kalimantan Barat

Koordinator 
Pengawas

Kelompok Jabatan 
Fungsional 

Auditor
Tata Usaha
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setiap penugasan audit probity yang dilihat dari dokumen penugasan yang 

diperoleh dari Perwakilan BPKP menunjukkan bahwa setiap penugasan 

terdapat koordinator pengawas yang akan melakukan supervisi dalam setiap 

penugasan audit dilapangan. 

 

4.5 Analisis Proses Probity Audit di Perwakilan Badan   

PengawasanKeuangan dan Pembangunan (BPKP) Kalimantan Barat 

Pelaksanaan probity audit di Perwakilan BPKP Kalimantan Barat 

berpedoman pada Peraturan Kepala BPKP Nomor: 362 tahun 2012 tentang 

Pedoman Probity Audit Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah bagi Aparat 

Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).  

Amalia (2016) mengungkapkan bahwa pelaksanaan probity audit 

dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah Kalimantan Barat 

terindikasi belum maksimal, hal ini bisa dilihat dari kasus korupsi di 

Kalimantan Barat yang tertangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 

dari sektor pengadaan barang dan jasa.  

Pendekatan probity audit dilakukan sebagai upaya pencegahan atas 

kecurangan seperti yang telah dilakukan di beberapa negara maju yaitu 

Eropa, Amerika dan Australia. Pendekatan ini dilakukan dengan mengaudit 

proses pengadaan barang dan jasa secara real-time (Ng, et al., 2001). 

Dalam penelitian ini, peneliti melihat mekanisme pelaksanaan 

probity audit di Perwakilan BPKP Kalimantan Barat mempunyai unsur 

terpenting dalam pelaksanaannya yaitu: (1) Pedoman atau peraturan yang 
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menjadi dasar pelaksanaan (2) Efektivitas pelaksanaan probity audit yang 

dijalankan. Berikut ini skema analisis penelitian yang disusun oleh peneliti 

dan mendasari pembahasan dalam penelitian ini:  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 

Proses Analisis Penelitian 

 Gambar di atas merupakan ringkasan analisis penelitian, yang akan dibahas 

oleh peneliti secara menyeluruh. Sebelum melanjutkan ketahap mekanisme rinci, 

berikut ini akan dijelaskan mengenai faktor pendukung penelitian. Pendukung 

utama dalam penelitian adalah partisipan karena dari partisipan peneliti dapat 

menggali informasi dan data. Proses penelitian ini didukung oleh partisipan yang 
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probity audit Perwakilan BPKP Kalimantan Barat 



 

 

51 

 

merupakan auditor di Perwakilan BPKP Kalimantan Barat dan beberapa dari 

auditee. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai kriteria partisipan dalam penelitian 

ini. 

4.5.1 Partisipan 

Partisipan dalam penelitian ini terdiri dari para auditor Perwakilan 

BPKP Kalimantan Barat, Pengguna anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen 

LPSE dan Unit Layanan Pengadaan (ULP). Peneliti memilih partisipan dalam 

penelitian ini dengan cara purpose sampling. Pada penelitian ini telah diambil 

partisipan sebanyak 15 orang. Hasil wawancara dengan partisipan tidak 

semuanya dimasukkan, hanya yang berkaitan dengan penelitian saja yang 

dimasukkan oleh peneliti.  

Berikut adalah daftar partisipan yang telah diwawancarai oleh peneliti: 

Tabel 4.1 

Daftar Nama Partisipan 

 

No. Kode 

Partisipan 

Nama Partisipan Instansi Jabatan 

1.  P1 Erwan Ruhana, SE Perwakilan BPKP Ketua Tim 

Probity Audit 

2. P2 Muhammad Irfan Perwakilan BPKP Ketua Tim 

Probity Audit 

3. P3 Joncson Samosir, SE Perwakilan BPKP Pengendali Mutu 

4. P4 Reza Rinaldi Perwakilan BPKP Anggota Probity 

Audit 

5. P5 Ilman Fahmi Perwakilan BPKP Anggota Probity 

Audit 

6. P6 Drs. Suardi Perwakilan BPKP Pengendali Mutu 

7. P7 Eriska Lisandia, SE Perwakilan BPKP Anggota Probity 

Audit 

8. P8 Kukuh Ashari Perwakilan BPKP Anggota Probity 

Audit 

9. P9 Tri Martini, S.Si Perwakilan BPKP Anggota Probity 

Audit 
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10. P10 Deski Firdiansyah Perwakilan BPKP Anggota Probity 

Audit 

11. P11 Dedy Tjahjanto, SE Perwakilan BPKP Ketua Tim 

Probity Audit 

12. A1 Effendi Amd.IP, SH., MH Rumah Tahanan 

Sambas 

Pengguna 

Anggaran 

13. A2 Anna Widjajanti ST.MT Konsultan 

Pengawas 

Konsultan 

Pengawas 

14. A3 Triadi Andrianto, SH ULP Kepala Setda 

15. A4 Gusti Endang, SI LPSE Kabag. LPSE 

Sumber: Hasil olah data peneliti (2018). 

Selanjutnya, dari setiap partisipan seperti yang ditunjukkan pada tabel 4.1 

diberikan kode masing-masing untuk mempermudah dalam proses analisis. Kode 

setiap partisipan dijadikan simbol dalam setiap tema untuk menandai pokok 

bahasan tema hasil wawancara. Setiap temuan dari tabel 4.1 ini merupakan hasil 

dari proses transkrip wawancara yang telah direduksi, dilakukan pengkodean, serta 

diberi tema untuk ditarik kesimpulan dari berbagai data yang diperoleh. Hal ini 

mempermudah untuk interpretasi hasil wawancara, dan peneliti membubuhkan 

kode pada setiap data sumber wawanncara. Kode “P” menunjukkan kode partisipan 

dari Perwakilan BPKP, kode “1” dan seterusnya menunjukkan nomor partisipan, 

serta kode “A” menunjukkan kode partisipan dari auditee.  

Berikut ini tabel ringkasan tema penelitian yang jadikan alat analisis oleh 

peneliti: 

  



 

 

53 

 

Tabel. 4.2 

Ringkasan Tema Penelitian 

 

Tema  Sub tema Sub tema 1 Simpulan 

Persiapan 

probity audit 

 

Penerapan 

probity audit 

Standar acuan/pedoman 

Pelatihan 

Sosialisasi dari BPKP 

P1, P2, P3, 

P4, P5, P6, 

P7, P8, P9, 

P10, P11, dan 

Dokumen 

 Pelaksanaan 

probity audit 

Penyusunan Tim probity 

audit 

Pembicaraan dengan 

auditee 

Penyusunan KAK 

P1, P2, P3, 

P4, P5, P6, 

P7, P8, P9, 

P10, P11, dan 

Dokumen  

Efektivitas 

probity audit 

Efektivitas 

waktu dan 

pelaksanaan 

Waktu pelaksanaan 

mempengaruhi target 

penyelesain laporan probity 

audit 

P1, P2, P3, 

P4, P5, P6, 

P7, P8, P9, 

P10, P11, 

A1, A2, A4 

dan 

Dokumen 

Aspek dominan 

yang 

menghambat 

pelaksanaan 

probity audit 

Faktor 

penghambat 

pelaksanaan 

Kompetensi SDM 

Minim pelatihan 

keterbatasan waktu  

Fungsi Perwakilan  BPKP 

belum optimal 

P1, P2, P3, 

P4, P5, P6, 

P7, P8, P9, 

P10, P11, dan 

Dokumen 

Sumber: Olah data peneliti (2018). 

 

Tabel 4.2 di atas dijadikan acuan oleh peneliti, untuk melakukan analisis 

secara menyeluruh dalam penelitian ini. Selanjutnya, setelah dianalisis kemudian 

dibuat kesimpulan penelitian. 

4.5.2 Pendidikan Partisipan 

Pendidikan partisipan terdiri dari 3 (dua) tingkatan. Dari 15 (lima belas) 

partisipan terdiri dari 2 (dua) partisipan berpendidikan diploma dan 11 (sebelas) 

partisipan berpendidikan Sarjana (S1) dan 2 (dua) partisipan S2. Rincian tersebut 

dapat dilihat dari tabel berikut ini: 
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Tabel 4.3 

Pendidikan Partisipan 

 

Jabatan Pendidikan Jumlah 

Ketua Tim Audit S1 2 Orang 

Anggota Audit S1 5 Orang 

Anggota Audit Diploma 2 Orang 

Koordinator Pengawas S1 2 Orang 

PPA (Kepala Rutan Sambas) S2 1 Orang 

Tim PPA (Staf Ahli) S2 1 Orang 

Unit Layanan Pengadaan ULP 1 Orang 

Kepala Seksi LPSE LPSE  1 Orang 

 Sumber: Hasil Olah Data Peneliti (2018). 

Berdasarkan Tabel 4.3 di atas dapat dilihat bahwa auditor yang 

berpendidikan diploma telah diberikan penugasan untuk probity audit. 

Meskipun auditor tersebut berpendidikan diploma namun telah mempunyai 

pengalaman yang cukup dalam melaksanakan probity audit dengan masa 

kerja minimal 4 (empat) tahun. Oleh sebab itu, wawancara kepada 

partisipan yang merupakan auditor dengan latar pendidikan diploma layak 

dilakukan karena para partisipan mengusai materi probity audit. Hal ini 

dapat dilihat dari berbagai pertanyaan mengenai probity audit yang diajukan 

kepada partisipan, dan merupakan hal yang biasa ditemui sehari-hari oleh 

partisipan di bidang kerjanya masing-masing. 

Penggalian informasi dan wawancara dilakukan peneliti kepada 

auditor probity dan partisipan yang terkait dengan auditor probity. 

Partisipan yang bukan merupakan auditor antara lain Pejabat Pembuat 

Anggaran (PPA) 2 orang, Koordinator pengawas probity audit 2 orang, Unit 

Layanan Pengadaan 1 orang dan LPSE 1 orang. Partisipan paling banyak 
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diambil dari Perwakilan BPKP Kalimantan Barat yang merupakan 

pelaksana probity audit. 

4.5.3 Pengalaman Partisipan 

   Berdasarkan dokumen yang diperoleh dari Perwakilan BPKP 

Kalimantan Barat dapat dilihat pengalaman partisipan yang merupakan 

auditor probity minimal 4 (empat) tahun dan maksimal 31 (tiga puluh satu) 

tahun dengan rata-rata 6 (enam) tahun. Hal ini menunjukkan bahwa auditor 

yang pengalaman kerjanya kurang dari 10 (sepuluh) tahun mendominasi 

jumlah auditor probity audit di Perwakilan BPKP Kalimantan Barat. Tabel 

4.3 menampilkan pengelompokkan partisipan berdasarkan lama 

pengalaman kerjanya. 

Tabel 4.4 

Pengalaman Partisipan 

 

No. Masa Kerja Jumlah Jabatan Partisipan 

1 0-5 tahun 3 Orang Anggota Tim Audit Probity 

2 6-10 tahun 5 Orang Anggota Audit Probity 

3 11-31 tahun 4 Orang Ketua Tim Audit Probity  

 

   Tabel 4.4 di atas menunjukkan bahwa auditor yang memiliki masa 

kerja kurang dari 5 tahun jumlahnya lebih sedikit. Selain itu, ketua tim audit 

probity adalah auditor yang memiliki masa kerja lebih dari 10 (sepuluh) 

tahun.  
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4.6 Mekanisme Proses Probity Audit di Perwakilan Badan Pengawasan 

Keuangan dan Pembangunan (BPKP) 

Mekanisme pelaksanaan probity audit di Perwakilan BPKP 

Kalimantan Barat berpedoman pada Peraturan Kepala Badan Pengawasan 

Keuangan dan Pembangunan No. 362 Tahun 2012 tentang Pedoman Probity 

Audit Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah bagi Aparat Pengawasan 

Intern Pemerintah (APIP).  

Mekanisme pelaksanaan probity audit terdiri dari 3 tahapan sebagai 

berikut: 

1. Tahap Persiapan Audit 

Tahap ini merupakan tahap yang harus dilakukan untuk merancang 

suatu penugasan probity audit, diantaranya adalah: 

i. Penyusunan Tim 

Penyusunan tim probity audit di Perwakilan BPKP disusun 

secara langsung oleh Perwakilan BPKP sendiri. Pada Peraturan 

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (2012) tercantum 

bahwa syarat personal auditor probity harus memenuhi kriteria ideal 

diantaranya: independen dan objektif, memiliki integritas yang 

tinggi, tidak memiliki benturan kepentingan dengan pihak atau 

objek yang diaudit, kompetensi professional, memiliki pengetahuan 

dan kemampuan, memiliki pengetahuan tentang isu-isu probity, 

memiliki kemampuan interpersonal skills. 
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Penjelasan di atas merupakan persyaratan personal, 

disamping persyaratan personal terdapat persyaratan formal, 

Mengacu pada peraturan BPKP yang menjadi kriteria seorang tim 

auditor adalah (BPKP, 2012): berpendidikan minimal Sarjana Strata 

1 (S1), memiliki sertifikat keahlian bidang pengadaan barang dan 

jasa, memiliki sertifikat jabatan auditor 

Berdasarkan hasil wawancara diperoleh data sebagai berikut: 

P9: “Biasanya yang sudah pernah ikut probity audit 

ditugaskan jadi anggota tim, kadang yang belum pernah pun 

diikutkan supaya belajar dan punya pengalaman”. 

P1: “selaku ketua tim probity audit tidak harus pelatihan ya, 

asalkan dia PFA (Pejabat Fungsional Auditor) dia sudah 

boleh melakukan audit. Hal ini karena auditornya terbatas, 

kalau khusus probity audit saja. Setiap penugasan bernilai 

angka kredit yang dapat digunakan untuk kenaikan jabatan 

fungsional auditor”. 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa 

Perwakilan BPKP Kalimantan Barat menyusun tim berdasarkan 

kriteria personal, yang salah satunya adalah memiliki isu-isu probity 

audit, dan memiliki interpersonal skills yang dapat diperoleh dari 

pengalaman mengikuti aktivitas probity audit. Sedangkan 

persyaratan formal belum secara keseluruhan diterapkan, hal ini 

seperti yang diungkapkan oleh partisipan berikut: 

P1: “seorang tim audit tidak harus pelatihan”.  

Data pendukung lain yang menyatakan bahwa perwakilan 

BPKP menyusun tim audit dalam tahap persiapan adalah surat tugas. 
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Dokumen surat tugas diperoleh peneliti dari perwakilan BPKP 

Kalimantan Barat (lihat lampiran 3).     

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa penyusunan tim di 

Perwakilan BPKP Kalimantan Barat belum secara keseluruhan 

memenuhi kriteria atau ketentuan pedoman probity audit. Syarat 

formal yang menjadi salah satu kriteria utama seorang tim auditor 

belum secara keseluruhan dipenuhi.  

Syarat formal tersebut diantaranya: berpendidikan minimal 

Sarjana Strata 1 (S1), memiliki sertifikat keahlian bidang pengadaan 

barang dan jasa, memiliki sertifikat jabatan auditor. Namun syarat 

personal yang sebagian besar berupa pengalaman telah dimiliki oleh 

tim auditor, tim auditor yang telah memiliki pengalaman yang 

ditugaskan dalam probity audit.  Hal tersebut menunjukkan bahwa 

adanya kekurangan personal atau keterbatasan SDM maka terjadi 

ketidaksesuaian antara regulasi yang berlaku dengan pelaksanaan 

probity audit di Perwakilan BPKP Kalimantan Barat, dimana syarat 

minimal pendidikan tidak terpenuhi dan digantikan dengan 

pengalaman mengikuti probity audit, sehingga pengalaman 

dijadikan dasar untuk penugasan probity audit. 

ii. Pembuatan Kerangka Acuan Kerja Audit (KAK) 

Pihak auditor dan auditee menyusun kerangka acuan kerja 

yang disepakati bersama sebagai dasar pelaksanaan probity audit. 

Dalam hal ini ditetapkan secara jelas mengenai standar audit yang 
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digunakan, ruang lingkup pelaksanaan, kewenangan dan 

tanggungjawab auditor, jangka waktu penugasan audit serta 

mekanisme dan waktu pelaporannya.  

Pembuatan kerangka acuan kerja audit telah dilaksanakan 

Perwakilan BPKP Kalimantan Barat, hal ini seperti yang 

diungkapkan oleh partisipan berikut ini:  

P11: “……format-format kerangka diambil dari perpres 

pengadaan barang dan jasa, dilaksanakan sesuai dengan 

ketentuan. Ada checklistnya, untuk pekerjaan nya, dibatasi 

ruanglingkup dan waktunya juga” 

P10: “Dalam penyusunan KAK ada hal-hal yang harus 

disepakati Bersama yang dibahas dalam entry meeting 

meliputi ruanglingkup, spesifikasi, waktu, total anggaran, 

termasuk standar audit yang digunakan dan mekanisme 

auditnya sehingga jalannya audit diharapkan berjalan sesuai 

dengan koridornya”. 

P1: “iyalah dilakukan. biasanya dalam penyusunan awal 

kerangka kerja itu dilaksanakan, tergantung disesuaikan 

kami masuknya di bagian apa, perencanaan, pelaksanan atau 

pelaporannya”. 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa 

penyusunan kerangka kerja audit di perwakilan BPKP Kalimantan 

Barat telah sesuai dalam pedoman probity audit. Dalam penyusunan 

KAK perwakilan BPKP melakukan entry meeting. Entry meeting 

merupakan rapat yang melipatkan semua pihak yang terkait dengan 

pengadaan barang dan jasa diantaranya auditee, kelompok kerja 

(pokja), dan Perwakilan BPKP serta pihak terkait lainnya. Rapat 

atau enter meeting tersebut membahas tentang ruanglingkup audit, 

waktu, standar audit dan mekanisme audit yang akan dilakukan.  
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Hal ini sesuai pedoman umum audit perencanaan pengadaan 

barang dan jasa Perka BPKP No. 362 Tahun 2012 yang 

menyebutkan bahwa kerangka kerja sekurang-kurangnya memuat: 

uraian pekerjaan yang berisi ruanglingkup, waktu pelaksanaan, 

spesifikasi pekerjaan, dan besarnya total perkiraan biaya pekerjaan. 

Meskipun peneliti tidak memperoleh dokumen terkait KAK, namun 

dari hasil wawancara tersebut diperoleh keyakinan bahwa 

penyusunan kerangka Kerja Audit telah disusun dan dilaksanakan 

sesuai pedoman pelaksanaan probity audit. Keyakinan tersebut 

diperoleh dari hasil pengamatan dan hasil wawancara kepada 

partisipan dan auditee. 

iii. Pembicaraan dengan Auditee 

Pembicaraan pendahuluan atau biasanya disebut (entry 

meeting) antara auditor dan auditee untuk membahas tujuan 

ruanglingkup, waktu, dan mekanismenya probity audit. 

P4 mengungkapkan: “iya, setelah surat permohonan probity 

audit atau mereka menyebutnya pendampingan. Surat itu 

masuk ke Kepala Perwakilan dan setelah di keluarkan surat 

penugasan.  Kita harus menyamakan persepsi dan ruang 

lingkup auditnya melalui pembicaraan dengan pihak auditee 

atau entry meeting.”   

 

P1: “iyalah dilakukan. biasanya dalam penyusunan awal 

kerangka kerja itu dilaksanakan, tergantung disesuaikan kita 

masuknya di bagian apa, perencanaan, pelaksanan atau 

pelaporannya, karena tidak secara keseluruhan kita audit 

sesuai permintaan dari auditeenya mereka minta diaudit 

tahap perencanaan sajakah atau tahap pelaksanaannya saja” 

 

P6: “dilakukan, surat permohonan probity audit yang masuk 

ke Kaper segera ditindaklanjuti dan kemudian dilakukan 
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proses tahapannya salah satunya pembicaraan dengan pihak 

auditee” 

 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa 

Perwakilan BPKP Kalimantan Barat sebelum melakukan probity 

audit terlebih dahulu melakukan pembicaraan pendahuluan antara 

auditor probity dengan auditee sebelum dilaksanakan probity audit 

hal ini telah sesuai dengan pedoman probity audit tentang persiapan 

audit. Namun dari data wawancara diatas terdapat hal yang perlu 

digarisbawahi yaitu setiap pelaksanaan probity audit yang dilakukan 

oleh Perwakilan BPKP Kalimantan Barat dilaksanakan berdasarkan 

permintaan dari auditee secara parsial, dan bukan merupakan 

keseluruhan rangkaian tahapan audit proses.  

Keadaan tersebut di atas dapat menyebabkan terjadinya titik 

rawan audit yang dominan dan sulit diungkap saat pelaksanaan 

probity audit. Hal ini dikarenakan pelaksanaan probity audit yang 

dilakukan hanya berdasarkan permintaan saja. Meskipun hal 

tersebut tidak melanggar aturan pada Perka BPKP No. 362 tahun 

2012, namun hal ini bertolak belakang dengan Perpres No. 54 tahun 

2010 yang dijadikan dasar pedoman pelaksanaan probity audit yaitu 

probity audit harus dilakukan sesuai dengan prinsip probity 

‘akuntabel” artinya seluruh proses pengadaan barang dan jasa 

dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundangan yang 

berlaku, selain itu juga harus transparan, terbuka, adil tidak 

diskriminatif.  Sehingga hal ini tidak sesuai dengan Perka BPKP No. 
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362 Tahun 2012 tentang pedoman audit pengadaan barang dan jasa 

yang menyebutkan bahwa pelaksanaan probity audit merupakan 

program audit rinci yang meliputi keseluruhan tahapan. Program 

audit rinci yang dimaksud adalah pelaksanaan audit pengadaan 

barang dan jasa dari proses persiapan sampai dengan pelaporan. 

Berdasarkan penjelasan diatas perlu adanya upaya 

pemerintah untuk duduk bersama dari setiap instansi perumus 

undang-undang atau peraturan yang membahas terkait hal diatas, 

agar setiap peraturan-peraturan yang dikeluarkan terdapat 

kesinkronan sehingga dapat dijalankan selaras tanpa adanya 

pertentangan. 

2. Tahap Pelaksanaan 

Mengacu pada pedoman probity audit, pelaksanaan probity 

audit terdapat 4 (empat) tahapan diantaranya: 

a) tahap perencanaan dan persiapan, 

b) tahap pemilihan penyedia barang dan jasa, 

c) tahap pelaksanaan kontrak, 

d) tahap pemanfaatan barang. 

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa tahapan pelaksanaan 

probity audit yang dilakukan oleh Perwakilan BPKP Kalimantan Barat 

mengacu pada pedoman probity audit No. 362 tahun 2012, hal ini 

diungkapkan oleh: 

P11: “tahap pelaksanaannya. ya sesuai dengan aturan. Perka BPKP 

No.362 tahun 2012, menyangkut kriterianya juga yaitu merupakan 
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kepentingan umum nilainya besar dan seterusnya, jadi ya kalau tidak 

dikawal setiap tahapannya, akan ada banyak penyimpangan dengan 

berbagai alasan misal waktunya kurang, pekerjaan tidak segera 

selesai, mutunya kurang bagus dan akhirnya mandeg, macam-

macam alasan yang mereka pakai.” 

P7: “Dalam tahap pelaksanaan sudah dilakukan semua tahapannya 

sesuai perka BPKP No. 362 tahun 2012, dan dalam tahapan ini 

kurang lebih 5 (lima) hari akan tetapi terkadang waktunya tidak 

cukup, semua pekerjaan dilaksanakan sesuai surat tugas yang ada 

kalau waktu tidak cukup ya harus lembur”. 

 

Dalam tahapan pelaksanaan ini peneliti menggaris bawahi 2 (dua) 

pelaksanaan probity audit yang telah dilaksanakan oleh Perwakilan 

BPKP Kalimantan Barat: 

a) Tahap Perencanaan Pengadaan atas pekerjaan rehabilitasi tembok 

keliling Rumah Tahanan Sambas (Rutan Sambas) 

Berdasarkan dokumen yang diperoleh peneliti berupa surat 

tugas probity audit pengadaan barang/jasa atas pekerjaan 

rehabilitasi tembok keliling rumah tahanan Sambas, diketahui 

bahwa pelaksanaan probity audit telah diterapkankan sebanyak 2 

(dua) kali selama tahun 2017 di Rumah Tanahan Sambas (Rutan 

Sambas). Penugasan probity audit dibuat berdasarkan permintaan 

dari Kepala Rutan Sambas. Penugasan tersebut dibuktikan dengan 

adanya LHP. Dalam dokumen LHP di sebutkan beberapa temuan 

pada tahapan pemilihan diantaranya: penetapan HPS yang terlalu 

tinggi dan volume pekerjaan yang lebih tinggi dari seharusnya 

(lampiran 5). Temuan ini dilaporkan dalam LHP bulan November 

2017. Sebagai upaya penggalian data dan informasi mendalam 

terkait hal ini, maka peneliti melakukan perjalanan ke Sambas yang 
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merupakan salah satu kabupaten yang ditempuh selama 5(lima) jam 

dari kota Pontianak untuk melakukan konfirmasi kepada pihak 

auditee selaku Pengguna Anggaran (PA) pekerjaan rehabilitasi 

tembok keliling Sambas. 

A1 mengungkapkan: “Pelaksanaan probity audit sangat 

membantu pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi pekerjaann 

tembok keliling Rutan Sambas, karena dari probity audit itu 

kami didukung dalam hal pengawasan dan pendeteksian 

kecurangan dari awal, sehingga kemungkinan adanya 

kecurangan dapat diketahui diawal, ada beberapa pekerjaan 

yang tidak sesuai dengan kontrak dan kriteria pengadaan 

barang dan jasa mendapatkan rekomendasi dari Perwakilan 

BPKP untuk kami perbaiki”. 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas menguatkan temuan didalam LHP 

dan sekaligus mengkonfirmasi bahwa temuan dari probity audit telah di 

tindaklanjuti. Hal ini dapat diketahui bahwa setiap temuan dari pelaksanaan 

probity audit telah ditindaklanjuti oleh auditee sebagaimana ditunjukkan 

dalam lampiran LHP yang terdapat audit lanjutan probity audit tahapan 

persiapan yaitu berlanjut pada tahap pelaksanaan (lampiran 5). Hal ini 

menunjukkan bahwa probity audit tidak dapat dilanjutkan sebelum hasil 

audit yang berupa rekomendasi ditindaklanjuti. 

b) Tahap Persiapan Pemilihan Penyedia Pembangunan Gedung 

Kampus IPDN Kalimantan Barat 

Probity audit yang dilaksanakan di Kampus IPDN Kalimantan Barat 

diketahui peneliti dari dokumen berupa satu surat tugas probity audit atas 

kegiatan lanjutan yang peneliti dapatkan dari Perwakilan BPKP Kalimantan 

Barat. 
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Namun dari hasil wawancara probity audit ini terhenti sebelum 

proses audit selesai. Hal ini diungkakan dan ditegaskan oleh 

partisipan berikut:  

 P10: ”pelaksanaan audit di IPDN dihentikan karena diambil alih 

oleh kemendagri dan menggunakan jasa audit lainnya. 

Dikhawatirkan ada temuan audit dari dua pelaksana audit yang 

berbeda maka dari perwakilan BPKP memilih berhenti, selain itu 

pekerjaan probity audit ini beresiko tinggi ” 

P1: “Pelaksanaan audit di IPDN kami memilih mundur karena sudah 

diambil alih oleh inspektorat” 

 

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa pelaksanaan 

probity audit yang dilaksanakan oleh Perwakilan BPKP belum secara 

keseluruhan terdapat koordinasi dengan pihak auditee. Hal ini terlihat dari 

penjelasan mengenai pelaksanaan probity audit Perwakilan BPKP di IPDN 

yang memilih mengundurkan diri. Sementara itu apabila di bandingkan 

dengan pelaksanaan probity audit di Rutan Sambas yang berjalan dengan 

baik, pelaksanaan di IPDN terlihat tidak terencana dengan baik.  

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa Perwakilan BPKP 

Kalimantan Barat belum secara keseluruhan menerapkan pedoman secara 

menyeluruh dan maksimal dalam membuat perencanaan. Hal ini terlihat 

dari perbandingan pelaksanaan probity audit di Rutan Sambas dan IPDN, 

yang menunjukkan bahwa rangkaian audit rinci keseluruhan tahapan yang 

diawali dari entry meeting atau rapat persiapan dari semua unit terkait 

pengadaan barang dan jasa tidak berjalan sesuai pedoman probity audit 

(BPKP, 2012). Dalam hal ini terlihat bahwa efektivitas pelaksanaan probity 

audit belum optimal. 
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3. Tahap Pelaporan 

Pelaporan hasil audit dilakukan sesuai tahapan yang diaudit dan 

mengacu pada kebijakan pelaporan masing-masing instansi. Pelaporan hasil 

audit bertujuan untuk menyajikan informasi yang dapat digunakan dalam 

pengambilan keputusan  (BPKP, 2012).  

Penyusunan laporan hasil audit yang dibuat oleh perwakilan BPKP 

Kalimantan Barat telah sesuai dengan format yang diatur dalam pedoman 

probity audit. Hal ini diketahui dari dokumen Laporan Hasil Probity Audit 

(LHP) dari tim auditor probity audit Perwakilan BPKP Kalimantan Barat. 

Diketahui bahwa LHP telah memenuhi kriteria substansi sesuai dengan 

pedoman probity audit (lihat lampiran 5.) 

P10 mengungkapkan: “Pelaporan dibuat pada saat selesai tahapan 

probity audit dari setiap penugasan”. 

P4 mengungkapkan: “Pelaporan sesuai dengan kriteria perka 362 

tahun 2012, laporan dibuat pada setiap tahapan probity audit, 

laporannya LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) isinya berupa 

rekomendasi dan apakah pelaksanaan pengadaan tersebut sudah 

sesuai pedoman atau belum”. 

 

Hasil wawancara diatas mempertegas bahwa pelaporan audit telah 

dibuat sesuai dengan standar laporan LHP yang formatnya telah diatur 

dalam pedoman probity audit (lampiran 5). Dalam Pedoman probity audit 

menyebutkan bahwa substansi dari laporan hasil audit antara lain: dasar 

audit, tujuan audit, ruanglingkup audit, simpulan hasil audit dan sesuai 

dengan format yang telah diatur dalam pedoman probity audit. Substansi 
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tersebut sudah ada dalam format LHP yang dibuat oleh Perwakilan BPKP 

Kalimantan Barat (lampiran5). 

 

4.7 Analisis Efektivitas Pelaksanaan Probity Audit Perwakilan 

BPKP Kalimantan Barat 

4.7.1 Evaluasi Terhadap Peningkatan Kapasitas Auditor 

Auditor probity adalah seseorang atau sekelompok orang yang 

bekerja (independent) melakukan audit pengadaan barang dna jasa dengan 

pendekatan probity (BPKP, 2012) 

Evaluasi terhadap peningkatan kapasitas auditor dimaksud untuk 

mengetahui upaya Perwakilan BPKP dalam meningkatkan kompetensi 

sumber daya auditor dilingkungan Perwakilan BPKP itu sendiri. 

Peningkatan kapasitas auditor dapat diperoleh dari pelatihan kerja, 

pengalaman, workshop, pendidikan singkat dan sejenisnya. 

Upaya peningkatan kompetensi sumber daya manusia (auditor) 

untuk memperdalam kemampuannya dalam probity audit telah dilakukan 

oleh Perwakilan BPKP Kalimantan Barat. Peningkatan kompetensi tersebut 

dibuktikan dengan mengirimkan 2 (orang) auditor untuk mengikuti 

pelatihan probity audit di tingkat BPKP pusat. Hal ini di buktikan adanya 

dokumen berupa sertifikat dan materi pelatihan yang di peroleh oleh peneliti 

(lampiran 4). Auditor yang telah mendapatkan pelatihan probity audit 

dihimbau untuk melakukan Pelatihan diKantor Sendiri (PKS) atau biasa 
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juga disebut dengan PPM (Pelatihan Pendalaman Materi). PPM dimaksud 

bertujuan untuk membagikan informasi maupun materi yang didapatkan 

dari pelatihan probity audit tersebut. Hal ini dibuktikan dengan adanya surat 

tentang pengusulan peserta diklat dari pusdiklatwas BPKP pusat dimana 

poin kedelapan halaman terakhir menyebutkan bahwa (lampiran 7):  

“Setelah selesai diklat peserta agar melaksanakan PPM di unit kerja 

masing-masing dan melaporkan pelaksanaan PPM tersebut ke 

Pusdiklatwas BPKP, selambat-lambatnya satu bulan setelah 

pelaksanaan diklat”  

 

Selain bukti fisik yang didokumentasikan oleh peneliti, peningkatan 

kompetensi auditor disampaikan oleh partisipan didalam wawancara 

penelitian, anggota tim probity audit dan peserta diklat probity audit 

mengatakan: 

P4: “ada, didalam surat yang masuk dari pusdiklatwas disampaikan 

kalo yang ikut diklat atau peserta diklat diwajibkan untuk melakukan 

PPM, dan pada saat pelatihan itu disebutkan lagi, diumumkan lagi 

agar peserta tidak lupa”.  

 

Sama halnya yang disampaikan oleh ketua tim audit probity 

mengatakan hal serupa:  

P1: “ya ada pelatihannya di pusat, nanti satu atau dua orang yang 

dikirimkan, kemudian nanti ada pelatihan di kantor sendiri dari yang 

ditugaskan pelatihannya itu. Klo dulu Namanya PKS klo sekarang 

PPM jadi untuk getok tular ya.., disampaikan materi yang didapat 

dan pedomannya. Biasanya yang melakukan probity audit, ya yang 

sudah dapat pelatihan ini”  

 

Berdasarkan hasil dokumentasi peneliti dan pernyataan para 

partisipan, dapat diketahui bahwa evaluasi terhadap peningkatan kapasitas 
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auditor telah dilakukan oleh Perwakilan BPKP Kalimantan Barat melalui 

pusdiklatwas BPKP pusat. Namun, semenjak dikeluarkannya Pedoman 

Probity Audit Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah tahun 2012 baru 

mulai pada tahun 2015 dan 2016 dengan jumlah 1(satu) orang per tahun. 

Hal ini tidak sesuai dengan Pedoman probity audit yang mengacu pada 

prinsip-prinsip dasar peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 

Negara Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat 

pengawasan Intern Pemerintah yang menyebutkan bahwa: prinsip-prinsip 

dasar merupakan prinsip yang menuntut seorang auditor untuk memenuhi 

beberapa kewajiban diantaranya kewajiban mengikuti standar audit,  

kewajiban meningkatkan kemampuan secara terus menerus yang meliputi 

kemampuan teknis, manajerial, dan konseptual yang terkait dengan audit 

dan auditee. Selain itu PPM yang dilaksanakan kepada rekan kerja oleh 

peserta yang mengikuti diklat, menurut peneliti kurang efektif, karena tidak 

secara langsung diberikan dari BPKP pusat dan tidak mendapatkan 

sertifikasi seperti personil yang di kirimkan untuk mengikuti pelatihan di 

pusdiklatwas BPKP pusat. Hal ini bisa dimungkinkan kedalaman materi 

belum memenuhi kriteria yang diharapkan dari Pusdiklatwas BPKP Pusat. 

4.7.2 Evaluasi Terhadap Perencanaan Probity Audit 

Tahap Perencanaan merupakan tahapan awal dalam suatu proses 

probity audit. Perencanaan dimulai dengan mempersiapkan dan merancang 

penugasan probity audit serta penyusunan tim probity audit. Tahapan ini 

termasuk koordinasi dengan auditee, sesuai dengan kebijakan masing-
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masing instansi. Audit dilaksanakan oleh tim berdasarkan surat tugas yang 

diterbitkan oleh Perwakilan BPKP sesuai dengan perencanaan penugasan. 

BPKP (2012) menyebutkan bahwa audit dapat dilakukan terhadap 

keseluruhan tahapan proses pengadaan atau tahapan tertentu yang telah 

ditetapkan. Tahapan dalam persiapan audit, antara lain:  

a. Penyusunan Tim Audit  

b. Penyusunan Kerangka Acuan Kerja Audit 

c. Pembicaraan Dengan Pihak Auditee 

Dalam perencanaan probity audit penyusunan tim belum sesuai dengan 

kriteria yang diatur dalam pedoman probity audit hal ini dikarenakan 

keterbatasan jumlah personil di Perwakilan BPKP sementara permintaan 

audit tidak sedikit. 

Kompetensi auditor dalam suatu penugasan probity audit belum 

menjadi dasar utama pelaksanaan probity audit hal ini dikarenakan 

minimnya jumlah auditor yang mempunyai atau mendapatkan pelatihan 

probity audit. 

Hal ini disampaikan oleh partisipan: 

P7: “mengungkapkan di Perwakilan BPKP sendiri hanya 3 orang 

yang benar-benar mendalami atau mempunyai pengetahuan probity 

audit, harapannya kedepan semakin banyak yang dikirim pelatihan 

ke pusdiklatwas BPKP pusat sehingga saat terjun dilapangan sudah 

punya ilmunya. Karena yang terjadi sekarang ini probity audit itu 

sangat kompleks sementara auditornya belum menguasai ilmunya.” 

 

Dari data diatas dapat diketahui bahwa pelatihan yang dilaksanakan 

oleh Perwakilan BPKP Kalimantan Barat berdasarkan pada pelaksanaan 

pelatihan yang diminta oleh BPKP pusat melalui Pusat Diklat dan 
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Pengawasan (PUSDIKLATWAS) BPKP Pusat. Inisiatif untuk 

pengembangan kompetensi auditor secara khusus belum menjadi program 

rutin ditingkat Perwakilan BPKP. Hal ini menunjukan bahwa misi BPKP 

tentang mengembangkan kapabilitas pengawasan intern pemerintah yang 

professional dan kompeten akan semakin lama di capai karena fokus kepada 

peningkatan dan pengembangan kualitas SDM bergantung pada kebijakan 

BPKP pusat, misalnya pelaksanaan pelatihan yang bersertifikasi pesertanya 

dibatasi hanya 2 (orang) dari setiap Perwakilan BPKP (lampiran 7). 

4.7.3 Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Probity Audit 

Dalam tahap pelaksanaan audit kriteria paket pekerjaan diatur dalam 

Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (2012). Berikut 

ini adalah kriteria paket pekerjaan yang wajib dilakukan probity audit: 

1) Paket pekerjaan berisiko tinggi dan dan bersifat kompleks. 

2) Paket pekerjaan memiliki sejarah atau latar belakang yang 

kontrovesional atau berhubungan dengan permasalahan hukum. 

3) Paket pekerjaan sangat sensitif secara politis. 

4) Paket pekerjaan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. 

5) Paket pekerjaan berhubungan dengan kepentingan masyrakat luas. 

6) Paket pekerjaan untuk memenuhi pelayanan dasar masyarakat. 

7) Nilai paket pekerjaan relatif besar dibandingkan dengan nilai paket-

paket pekerjaan yang lain. 

langkah-langkah pelaksanaan 
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 probity audit dan pelaporan hasil audit terdiri dari beberapa 

tahapan, yaitu: (a) Perencanaan pengadaan; (b) Persiapan pengadaan; 

(c) Pemilihan pascakualifikasi; (d) Pemilihan prakualifikasi; (e) 

Pelaksanaan kontrak jasa konsultansi badan usaha; (f) Pelaksanaan 

kontrak jasa konsultasi perseorangan; (g) Pelaksanaan kontrak 

kostruksi; (h) Pelaksanaan kontrak pengadaan barang. 

Pelaksanaan probity audit dilakukan berdasarkan permintaan dari 

auditee hal ini terlihat dari dokumen surat tugas yang didapatkan 

peneliti. Dalam probity audit dilapangan proses audit dilakukan bukan 

dalam serangkaian audit namun hanya per tahapan saja berdasarkan 

permintaan dari daerah atau kabupaten, misalnya Tahap perencanaan 

atau pemilihan penyedia saja. 

P10: “Probity audit dilaksanakan bertahap, tahap perencanaan 

biasanya minimal 5 hari, itu cukup per tahapan, persiapan pemilihan 

penyedia 5 hari sampai 1 minggu saja, cuman di tahap pelaksanaan 

minimal di bagi per termin, pada saat akan dibayarkan termin di 

lakukan probity dulu.” 

 

P7: “Pelaksanaan probity audit berjalan 5 hari pada saat 

pelaksanaannya kalau termasuk perjalanan bisa sampai 10 hari 

apalagi kalau kabupatennya jauh dan harus diakses pakai pesawat 

akhirnya waktu kita kelamaan diperjalanan saja. Sebenarnya 

waktunya sangat kurang karena permintaan audit banyak. Sehingga 

untuk mencapai target pembuatan laporan kadang kami harus 

lembur. Selain itu anggaran untuk probity audit ini sangat minim, 

dan kadang kita harus nambah dari dana pribadi dulu. Makanya 

banyak yang tidak mau untuk ditugaskan probity audit, selain itu 

probity audit ini merupakan audit yang beresiko tinggi dibanding 

audit yang lainnya. 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas diketahui bahwa pelaksanaan 

probity audit yang dilaksanakan belum merupakan tahapan audit rinci yang 
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merupakan keseluruhan tahapan audit sesuai Perka BPKP No. 362 tahun 

2012, namun hanya dilakukan pada kegiatan audit per tahapan sesuai 

permintaan auditee saja. Hal ini perlu mendapatkan perhatian oleh 

pemerintah sehingga program audit rinci sesuai pedoman probity audit No. 

362 Tahun 2012 tentang audit pengadaan barang dan jasa dapat dijalankan 

secara optimal. 

4.7.4 Evaluasi Terhadap Pemanfaatan Probity Audit 

Pemanfaatan yang dimaksud adalah pemanfaatan setelah barang atau 

jasa dilaksanakan probity audit. Tahap pemanfaatan ini merupakan bagian 

dari tahap pelaksanaan probity audit. Selain itu, tahap pemanfaatan ini juga 

merupakan bagian dari metodologi audit yaitu metodologi field audit.  

Metodologi field audit merupakan pemeriksaan lapangan yang 

diutamakan untuk pengecekan langsung atas kebenaran jumlah, mutu, dan 

penempatan, ketepatan waktu penyerahan dan pemanfaatan, ketepatan waktu 

penyerahan dan pemanfaatan barang dan jasa, antara lain melalui observasi 

atau pengamatan, pengecekan atau pemeriksaan fisik, dan permintaan 

keterangan. Hal ini terlihat dari pernyataan partisipan berikut ini: 

P1: “Bahwa salah satu cara mengukur pemanfaatan dari suatu 

pengadaan atas probity audit adalah tidak ada complain, itu sudah 

merupakan indicator keberhasilan. Selain itu output berupa laporan 

dapat digunakan untuk meyakinkan auditor dalam post audit 

selanjutnya yang dilakukan oleh BPK.” 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa probity 

audit pada tahap pemanfaatan hasil audit juga mendapatkan perhatian dari 

auditor dalam rangka monitoring pelaksanaan probity audit. Mengacu Perka 
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BPKP No. 362 Tahun 2012 pelaksanaan pemanfaatan hasil audit meliputi 

3(tiga) aspek yaitu penyerahan jasa, pencatatan nilai jasa dan pemanfaatannya 

baik pekerjaan kontruksi maupun pengadaan barang dan jasa lainnya. 

4.7.5 Evaluasi Terhadap Unit Kerja Perwakilan BPKP Kalimantan 

Barat 

Audit pengadaan barang dan jasa memberikan indikasi kecurangan 

terdeteksi lebih awal dan korupsi tidak terjadi. Aparat Pengawasan Intern 

Pemerintah (APIP) dalam hal ini Perwakilan BPKP merupakan instansi 

pemerintah yang bertugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan 

pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah.  

Memperhatikan dokumen surat tugas probity audit, proses audit 

dilakukan berdasarkan permintaan auditee dan dilaksanakan selama 5 

sampai 10 hari per tahapan. Hal ini diungkapkan juga oleh partisipan 

berikut: 

P10: “Pelaksanaan probity audit, perencanaannya minimal 5 

hari cukup per-tahapan, persiapan pemilihan penyedia 5 hari 

-1 minggu saja, cuma di tahap pelaksanaan minimal dibagi 

per-termin, pada saat akan dilakukan pembayaran per termin 

diprobity dulu. Jadi kita menegaskan juga fungsi konsultan 

pengawas, soalnya mohon maaf kadang ada yang asal-asalan 

(tidak kompeten), jadi sebelum pembayaran diprobity dulu 

atau di cek dulu jadi per termin 5 hari dilapangan, kadang 

dilapangan sekitar seminggu. Kita juga memperhatikan, 

pemeriksaaan di lapangan 5 hari. Bahkan pada tahun 2015 

kita melakukan satu tahapan audit selama 2 tahun waktu itu 

di RSUD”. 

Memperhatikan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa 

pelaksanaan probity audit belum bisa dikatakan efektif karena belum sesuai 
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dengan target audit yang diharapkan sesuai pedoman. Selain itu pengadaan 

barang dan jasa yang beresiko tinggi bisa menambah kompleksitas audit itu 

tersendiri. 

BPKP mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di 

bidang pengawasan keuangan negara daerah dan pembangunan nasional. 

Mempelajari dokumen yang diperoleh peneliti dari perwakilan BPKP 

menunjukan bahwa fungsi BPKP sebagai pengawas belum maksimal hal ini 

terlihat dari beberapa surat tugas untuk melakukan audit dan pendampingan.  

Hal ini menunjukan bahwa peran teknis BPKP terlalu banyak sehingga 

fungsi pengawasan belum dijadikan prioritas utama karena masih 

disibukkan oleh pekerjaan yang sifatnya teknis. Hal ini seperti yang 

diungkapkan oleh partisipan berikut ini:  

P1: “Memang kita harapannya pengawasan saja, itu maksudnya 

yang di inspektorat ya, itu sudah kita lakukan sosialisasi dan kita 

kasih himbauan agar mereka melakukan probity audit sendiri 

(mandiri), akan tetapi pada akhirnya pelaksanaan probity audit tetap 

dikembalikan ke Perwakilan BPKP lagi”. 

 

 Pekerjaan teknis yang berupa pelaksanaan probity audit telah 

banyak menyita waktu Perwakilan BPKP sehingga mengakibatkan 

kurangnya waktu untuk melakukan sosialisasi tentang probity audit kepada 

ULP dan LPSE. Hal ini diungkapan oleh pihak ULP dan LPSE yang 

mengatakan bahwa belum pernah mendapatkan sosialisasi tentang probity 

audit dari BPKP. seperti yang diungkapkan oleh partisipan dari auditee 

berikut ini: 
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A3: “selama ini kita belum pernah mendapatkan sosialisasi 

dari perwakilan BPKP tentang probity audit tetapi kami tahu 

ada aturan itu” 

A4: “kami dari LPSE belum pernah mendapatkan sosialisasi 

namun, kami pernah dan sering mendapatkan surat dari 

Perwakilan BPKP untuk melakukan pemeriksaan saat lelang 

atau pemilihan penyedia”. 

 Selain sosialisasi yang kurang efektif yang merupakan bagian dari 

tugas dan fungsi perwakilan BPKP, peneliti menemukan ketidaksesuain 

surat penugasan probity audit dengan hasil wawancara. Memperhatikan 

dokumen surat tugas probity audit menyebutkan bahwa biaya selama 

penugasan menjadi beban Rutan Klas IIB Sambas (lampiran 3). Sementara 

itu dari hasil wawancara diperoleh hasil sebagai berikut: 

P1: “ya sesuai anggaran yang ada lah. Anggaran biasanya di 

anggarkan di awal tahun, namun apabila ada yang urgent 

harus dilakukan audit maka di usulkan ke pusat untuk 

memperoleh persetujuan anggaran”. 

P11: “anggaran ini kan masuk kedalam anggaran tahunan, 

nah itu kan dari APBN dan ada standarnya itu. ada anggaran 

standarnya berapa hari ya itu dari perhitungan perjalanan 

dinas yang terstandar”. 

P7: “Pelaksanaan probity audit berjalan 5 hari pada saat 

pelaksanaannya kalau termasuk perjalanan bisa sampai 10 

hari apalagi kalau kabupatennya jauh dan harus diakses 

pakai pesawat akhirnya waktu kita kelamaan diperjalanan 

saja. Sebenarnya waktunya sangat kurang karena permintaan 

audit banyak. Sehingga untuk mencapai target pembuatan 

laporan kadang kami harus lembur. Selain itu anggaran 

untuk probity audit ini sangat minim, dan kadang kita harus 

nambah dari dana pribadi dulu. Makanya banyak yang tidak 

mau untuk ditugaskan probity audit, selain itu probity audit 

ini merupakan audit yang beresiko tinggi dibanding audit 

yang lainnya. 

 

 Kinerja Perwakilan BPKP yang lain diungkapkan sebagai berikut: 

A4: “kalau kami hanya membantu dalam pemilihan 

penyedia saja dan biasanya dari pihak Perwakilan BPKP 
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mengirimkan surat permohonan untuk dapat mengakses 

maupun mengawasi jalannya pemilihan.” 

 

Memperhatikan penjelasan “A4” Perwakilan BPKP sudah 

melakukan audit proses dalam pemilihan penyedia dan pemenang lelang. 

Hal ini menunjukan bahwa Perwakilan BPKP telah melaksanakan salah satu 

fungsinya walaupun belum maksimal. Prestasi lain, disampaikan oleh 

partisipan sebagai berikut: 

A1: “auditor BPKP sangat welcome dan bagus dalam 

mendampingi kami saat pelaksanaan pengadaan barang atau 

jasa. Kami diperingatkan untuk menindaklanjuti 

rekomendasi dan temuan. Kemudian segera kami 

tindaklanjuti.” 

 

P10: “mengungkapkan bahwa Perwakilan BPKP 

Kalimantan Barat telah melakukan probity audit sejak tahun 

2014 dan sejak tahun 2014 sampai 2017 hampir semuanya 

saya terlibat sebagai anggota tim” 

 

A2: “menungkapkan bahwa Peran Perwakilan BPKP dalam 

melakukan probity audit sangat membantu saat dilakukan 

audit lanjutan maupun post audit” 

 

Hal ini menunjukan bahwa Perwakilan BPKP telah cukup memiliki 

pengalaman dalam menjalankan probity audit.  Sejak tahun 2014 sampai 

dengan 2017 diketahui terdapat 4 (empat) instansi kementerian maupun 

daerah yang telah melalui pelaksanaan probity audit Perwakilan BPKP 

Kalimantan Barat (Lampiran 5). 

Selain itu apabila dikaitkan dengan teori stewardship Perwakilan 

BPKP berusaha menjalankan Perka BPKKP No. 362 Tahun 2012 meskipun 



 

 

78 

 

dengan beberapa keterbatasan diantara keterbatasan Sumber Daya Manusia 

(SDM), keterbatasan anggaran dan minimnya pengalaman. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Mengacu pada hasil analisis bab sebelumnya, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

I. Secara umum pelaksanaan probity audit yang berpedoman pada 

Peraturan Kepala BPKP No. 362 Tahun 2012 sudah dilaksanakan, 

Namun dalam pelaksanaannya Perwakilan BPKP Kalimantan Barat 

hanya melakukan probity audit berdasarkan permintaan dari pihak 

auditee saja. Sehingga semua tahapan audit sebagaimana diatur 

dalam pedoman probity audit tidak dilaksanakan secara keseluruhan 

secara berkelanjutan pada saat pengadaan barang dan jasa dilakukan. 

Hal ini, menunjukkan adanya indikasi bahwa permintaan audit pada 

tahap tertentu berdasar pada permohonan saja, sehingga tahap yang 

lain dapat berpotensi pada penyelewengan atau kecurangan.   

II. Pelaksanaan probity audit di Perwakilan BPKP Kalimantan Barat 

belum efektif, probity audit yang merupakan audit realtime pada 

setiap pengadaan barang dan jasa menyebabkan beberapa kendala 

pada hal-hal berikut ini:  

a) Keterbatasan Waktu:  pelaksanaan probity audit di Kalimantan 

Barat kurang efektif dari sisi waktu hal ini disebabkan oleh jarak 
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tempuh propinsi dan kabupaten yang cukup jauh, sehingga 

membutuhkan waktu perjalanan yang cukup lama dan berjam-

jam, waktu banyak terbuang di perjalanan, sementara 

permintaan audit yang lain telah dijadwalkan. Selain itu, fungsi 

Perwakilan BPKP sebagai pengawas belum terealisasikan secara 

optimal, keterbatasan waktu menjadi kendala Perwakilan BPKP 

untuk melakukan sosialisasi hal ini disebabkan peran teknis 

untuk melakukan audit jauh lebih banyak dibandingkan peran 

pengawasan.  

b) Keterbatasan Kompetensi Auditor:  pelaksanaan probity audit 

yang disebakan karena lingkup audit yang sangat kompleks 

terutama untuk pengadaan barang dan jasa yang beresiko tinggi 

membuat Perwakilan BPKP Kalimantan Barat harus 

menugaskan auditor muda yang masih belum memenuhi semua 

kriteria auditor yang siap dari segi kompetensi dalam 

melaksanakan probity audit.  

c) Keterbatasan Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM): jumlah 

personil auditor probity di Perwakilan BPKP Kalimantan Barat 

terbatas, hal ini dikarenakan tugas auditor tidak hanya pada 

probity audit, namun terdapat penugasan yang lain seperti audit 

keuangan, audit kinerja dan audit pemeriksaan lainnya.     
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d) Keterbatasan Anggaran: anggaran probity audit belum di 

alokasikan secara khusus dan masih merupakan bagian dari 

anggaran audit lainnya yang bukan merupakan anggaran probity 

audit secara khusus. 

e) Keterbatasan peningkatan kapasitas auditor probity: Jumlah 

auditor probity pada Perwakilan BPKP Kalimantan Barat yang 

telah mengikuti pelatihan dan memiliki sertifikasi probity audit 

dari pusdiklat BPKP Pusat belum mencukupi, hal ini terlihat dari 

setiap penugasan probity audit sekitar 1 (satu) atau (dua) orang 

saja yang memenuhi kriteria auditor probity, idealnya sesuai 

Perka BPKP No. 362 tahun 2012 semua auditor probity wajib 

bersertifikasi. Hal ini akan mepengaruhi kesiapan auditor saat 

penugasan di lapangan. Penyelenggaraan pelatihan sebagai 

upaya peningkatan kapasitas auditor masih bergantung pada 

BPKP Pusat baik dari jumlah personil dan waktu 

pelaksanaannya. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan 

kapasitas auditor dan kesiapan auditor pada pelaksanaan probity 

audit di seluruh Perwakilan BPKP dipengaruhi oleh peran BPKP 

pusat. 
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5.2 Keterbatasan Penelitian 

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Dalam penelitian ini jumlah partisipan dari auditee lebih sedikit apabila 

dibandingkan dengan jumlah partisipan dari auditor sehingga data 

wawancara dari auditee belum sebanding dengan data wawancara yang 

diperoleh dari partisipan auditor. Selain itu, penggalian data lebih 

banyak kepada Perwakilan BPKP baik data wawancara maupun 

dokumen. 

2) Penelitian ini dilakukan pada 2 (dua) kategori partisipan yaitu auditor 

dan auditee saja, belum melibatkan vendor atau masyarakat sebagai 

pengguna manfaat pengadaan barang dan jasa yang pernah dilakukan 

probity audit. Kesulitan mendapatkan auditee dan terbatasnya jumlah 

auditee yang konfirmasi kesediaan untuk diwawancarai juga menjadi 

keterbatasan dalam menggali informasi, selain itu peneliti kesulitan 

menemui auditee yang jaraknya cukup jauh dan menyita waktu 

perjalanan berjam-jam. 

5.3 Rekomendasi 

Berdasarkan kesimpulan di atas peneliti memberikan saran sebagai berikut: 

1) Saran untuk auditee 

a) Auditee harus mematuhi dan mengikuti seluruh tahapan audit 

pengadaan barang dan jasa. 
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b) Auditee harus mematuhi serangkaian prosedur probity audit sesuai 

pedoman probity audit dalam Perka BPKP No. 362 Tahun 2012 

tentang probity audit.  

2) Perwakilan BPKP  

a) Perlu melakukan upaya peningkatan kapasitas auditor probity audit 

bersertifikasi secara rutin dan terprogram dari Perwakilan BPKP. 

b) Perlu meningkatkan anggaran untuk pelaksanaan probity audit di 

instansi daerah agar lebih efisien. 

c) Perlu meningkatkan jumlah personel yang berpengalaman dalam 

probity audit. 

d) Perlu menambah waktu penugasan agar probity audit dilaksanakan 

secara optimal dan efektif serta tepat sasaran. 

e) Pelaksanaan probity audit sebaiknya dilakukan pada keseluruhan 

tahapan probity audit bukan berdasarkan permintaan auditee saja.  

3) BPKP Pusat 

a) Agar dilakukan sinkronisasi pemberlakuan peraturan, semua 

peraturan yang terkait pengadaan barang dan jasa dan audit 

pengadaan barang dan jasa. 

b) Pelaksanaan pelatihan probity audit sebaiknya dijadwalkan rutin 

dengan mengirimkan tenaga ahli ke daerah atau perwakilan BPKP 
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tiap daerah. Sehingga jumlah peserta auditor yang ditingkatkan 

kompetensinya melalui pelatihan tidak dibatasi dan jumlah auditor 

yang bersertifikasi meningkat. 

c) Agar dikeluarkan sertifikat bagi peserta pelatihan probity audit yang 

mendapatkan pelatihan dari rekan kerja yang melaksanakan 

Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS) setelah menjalani diklat di 

Pusdiklatwas BPKP Pusat. 

4) Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan kedepannya bisa lebih 

mengembangkan partisipan yaitu dengan melibatkan vendor sebagai 

partisipan serta masyarakat sebagai pengguna manfaat dalam menggali 

data dan informasi. 
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Diadopsi dari Mahfuroh (2016): 

 

PROTOKOL WAWANCARA 

 

Pertanyaan Ditujukan Kepada Auditor Perwakilan BPKP Propinsi 

Kalimantan Barat 

A. Pertanyaan terkait dengan Pelaksanaan Probity Audit  

1. Persiapan dan Perencanaan Audit  

1) Apakah probity audit sudah dijalankan di Kalimantan Barat? 

2) Jika Jawaban No 1 “Ya”, peraturan apa saja yang dijadikan dasar Perwakilan 

BPKP dalam melakukan probity audit? 

3) Bagaimana BPKP menunjuk dan menugaskan aparat untuk melakukan probity 

audit? 

4) Upaya apa saja yang dilakukan oleh BPKP dalam peningkatan kapasitas SDM? 

a. Pelatihan  

b. Workshop 

c. Sertifikasi 

5) Berapakah staf yang mempunyai jabatan sebagai Auditor probity audit yang 

telah mengikuti kegiatan pertanyaan point 3 di atas? 

6) Berapa lama waktu penyelenggaraan pada pertanyaan point 3 di atas? 

7) Peserta yang ditugaskan untuk melaksanakan probity audit apakah sebelumnya 

telah memenuhi persyaratan pertanyaan point 3 di atas? 

8) Apakah BPKP telah melakukan pembicaraan pendahuluan dengan pihak 

auditee sebelum probity audit di lakukan? 

9) Berapa jangka waktu yang ditetapkan dari pembicaraan pendahuluan sampai 

dengan dilaksanakannya probity audit? 

10) Berapa jumlah auditor yang ditugaskan dalam satu kali pelaksanaan probity 

audit? 

11) Bagaimana proses perencanaan yang dipersiapkan sebelum melaksanakan 

probity audit sebelumnya? 
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12) Apakah pelaksanaan probity audit telah dianggarkan sebelumnya ataukah 

menggunakan alokasi pemeriksaan khusus? 

13) Apakah terdapat permintaan secara resmi untuk melakukan probity audit suatu 

unit SKPD sebelum probity audit itu dilaksanakan? 

14) Apakah pelaksanaan probity audit yang akan dilaksanakan mengacu pada 

anggaran dan realisasi pelaksanaan probity audit sebelumnya? 

 

2. Pelaksanaan Audit 

1) Dalam suatu pekerjaan yang harus diaudit menggunakan probity audit kriteria 

apa yang dijadikan dasar pelaksanaan probity audit? 

2) Bagaimana gambaran umum prosedur probity audit dilakukan dilapangan? 

3) Pada saat melakukan probity audit masalah apa yang sering ditemui oleh 

auditor, dan bagaimana solusi untuk mengatasinya? 

4) Dalam pelaksanaan probity audit apakah di lakukan komunikasi dengan auditee 

secara langsung dengan pihak auditor? 

5) Berdasarkan pelaksanaan probity audit sebelumnya apakah jumlah auditor yang 

ditugaskan sudah mencukupi untuk menyelesaikan suatu tugas probity audit? 

6) Apakah auditor yang ditugaskan dalam pelakasanaan probity audit mengacu 

pada pelaksanaan probity audit sebelumnya? 

7) Dalam proses pelaksanaan probity audit, apakah proses dibagi sejumlah 

personel auditor atau dilakukan secara urut? 

3. Tahap Akhir 

1) Setelah probity audit dijalankan apakah auditor menyusun laporan hasil 

pemeriksaan dan kepada siapa saja laporan ditujukan? 

2) Apa saja yang menjadi temuan dari pelaksanaan probity audit? 

3) Bagaimana menindaklanjuti temuan tersebut? 

4) Peranan apa saja yang dilakukan oleh BPKP terhadap APIP dan auditee? 

5) Apakah terdapat pendampingan terhadap APIP dan auditee? 

6) Apakah temuan probity audit selalu ditindaklanjuti? 

7) Apa saran BPKP kepada Aparat Pengawas Intern Pemerintah lainnya yang akan 

melakukan probity audit? 
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B. Pertanyaan terkait dengan Efektivitas  

1) Apakah dengan menerapkan probity audit sesuai pedoman, nilai kecurangan 

dalam pengadaan barang dan jasa dapat ditekan dari sebelum diberlakukan 

probity audit? 

2) Apakah dengan menerapkan probity audit tujuan Perwakilan BPKP untuk 

pelayanan publik yang optimal dapat tercapai? apa saja indikasinya?  

3) Apa saja manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan probity audit? 

4) Dalam pelaksanaan Probity audit, apakah waktu pelaksanaan yang ditentukan 

sudah cukup?  

 

Pertanyaan ditujukan Kepada Auditee 

A. Pertanyaan terkait dengan pelaksanaan Probity Audit 

1. Persiapan dan perencanaan Audit 

1) Apakah LPSE dan ULP mendapatkan sosialisasi mengenai probity audit 

sebelum dilaksanakan proses pengadaan barang dan jasa? 

2) JIka Jawan No 1 “Ya” Bagaimana keterlibatan LPSE dan ULP dalam 

perencanaan probity audit? 

3) Dokumen apa saja yang dipersiapkan dalam pelaksanaan probity audit? 

4) Apakah terdapat kendala dalam perencanaan dan persiapan? 

2. Pelaksanaan Audit 

1) Dalam pelaksanaan probity audit apakah terdapat hal-hal yang menjadi 

hambatan? 

2) Sebagai auditee apakah probity audit yang dijalankan sudah cukup 

membantu dalam proses pengadaan barang dan jasa? 

3) Apakah LPSE dan ULP telah mendapatkan kecukupan informasi dari 

pihak auditor? 

4) Bagaimana respon dari para vendor yang berpartisipasi dalam 

pengadaan barang dan jasa setelah diberlakukan probity audit? 
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5) Bagaimana sistem yang digunakan untuk pengadaan barang dan jasa 

selama ini apakah memiliki kecukupan dan mampu meringankan beban 

dalam proses pengadaan barang dan jasa? 

6) Apakah setiap pelaksanan barang dan jasa, auditor diberikan 

keleluasaan dalam mengamati dokumen? 

7) Langkah-lanhkah apa saja yang biasanya ditempuh untuk peningkatan 

pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di LPSE dan ULP? 

8) Apakah proses pelaksanaan probity audit telah berjalan secara efektif 

dan efisien dalam proses pengadaan barang dan jasa? 

9) Apakah dokumen yang diperlukan auditor telah dilengkapi? 

10) Apakah menurut LPSE dan ULP aparat yang ditugaskan dalam probity 

audit sudah memiliki kompetensi yang mencukupi? 

 

3. Tahap Akhir dan Pelaporan 

1) Apakah setiap laporan hasil pemeriksaan telah di sampaikan ke ULP dan 

LPSE? 

2) Berdasarkan pelaksanaan probity audit tahun sebelumnya, berapa lama 

tenggang waktu penyerahan hasil pemerikasaan atau rekomendasi 

setelah pelaksanaan probity audit? 

3) Apa yang didapatkan ULP dan LPSE setelah pelaksanaan probity audit? 

4) Apakah terdapat manfaat yang dirasakan oleh ULP dan LPSE dalam 

pelaksanaan probity audit pengadaan barang dan jasa? 

5) Apakah terdapat ditindaklanjuti setelah dilaksanakan probity audit? 

6) Apakah ada tinjauan kembali setelah tindaklanjut dilaksanakan? 

7) Apakah probity audit dapat membantu pelaksanaan pengadaan barang 

dan jasa sehingga dapat diminimalisisr tingkat kecurangan? 

 

C. Pertanyaan terkait dengan Efektivitas  

1) Apakah pelaksanaan probity audit dalam pelaksanaan pengadaan 

barang dan jasa telah memenuhi kriteria efektif dan dapat mencapai 

tujuan lembaga? 
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2) Faktor apa saja yang di jadikan acuan bahwa pelaksanaan probity audit 

telah berjalan secara efektif? 

3) Apakah terdapat perbedaan probity audit dan audit pengadaan barang 

dan jasa? 

4) Apakah terdapat masukan setelah dilaksanakan probity audit? 

5) Apakah anggaran dan waktu pelaksanaan probity audit mengacu pada 

pelaksanaan probity audit sebelumnya? 
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LAMPIRAN 2 

Surat Rekomendasi Penelitian 
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LAMPIRAN 3 

Surat Tugas Pelaksanaan  

Probity Audit 



 

 

98 

 

 



 

 

99 

 

 



 

 

100 

 

 



 

 

101 

 

 



 

 

102 

 

 



 

 

103 

 

 

  



 

 

104 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 4 

Sertifikat Probity Audit 
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LAMPIRAN 5 

Laporan Hasil Pemeriksaan 
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LAMPIRAN 6 

Daftar Pegawai Perwakilan BPKP 

Kalimantan Barat 
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LAMPIRAN 7 

Surat dari BPKP Pusat Tentang 

Pelatihan Probity Audit 
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LAMPIRAN 8 

Ringkasan Materi Pelatihan 

 Probity Audit 
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LAMPIRAN 9 

 Surat Tugas Pelatihan Probity Audit  
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LAMPIRAN 11 

REDUKSI WAWANCARA 
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TABEL REDUKSI DATA HASIL WAWANCARA DENGAN PARTISIPAN 

AUDITOR DAN AUDITEE PERWAKILAN BPKP KALIMANTAN BARAT 

 

A. Persiapan dan Perencanaan Audit  

No. Kode Partisipan Pertanyaan dan 

Jawaban 

Koding Sub Tema Tema 

I P Peraturan apa saja yang 

dijadikan dasar BPKP   

dalam melakukan 

probity audit? Ada 

yang lain tidak pak 

selain Perka probity 

audit? 

 Perencanaan 

probity audit 

Persiapan 

probity 

audit 

1.  Erwan Ruhana, SE “Aturannya ya pedoman 

itu ya aturan Perka 

nomor 362 tahun 2012 

itu dan selain itu ya 

Perpres no 54 tahun 

2010 tentang PBJ itu. 

Agar sesuai dengan 

ketentuan itu agar tidak 

menyimpang jauh dari 

pedoman itu” 

P1 Perencanaan 

probity audit 

Persiapan 

probity 

audit 

2.  Muhammad Irfan “kalau yang saya tahu 

Perka tahun 2012 

(beliau ambil segepok 

jilidan perka 362 thn 

2012 tentang probity 

audit) 

P2 Perencanaan 

probity audit 

Persiapan 

probity 

audit 

3.  Jonchon Samosir, 

SE 

“perka no 362 tahun 

2012, waktu saya 

ditugaskan di sini tahun 

2012. (menunjukkan 

Perka no 362 tahun 

2012). Kita masuk dari 

awal di perencanaan. 

Kadang langsung 3 

P3 Perencanaan 

probity audit 

Persiapan 

probity 

audit 
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tahap, kadang di 

pelaksanaan saja.  

4.  Reza Rinaldi “klo yang saya tahu 

Perka tahun 2012. 

Seinget saya ya, saya 

ikut probity audit tahun 

2014”. 

 

P4 Perencanaan 

probity audit 

Persiapan 

probity 

audit 

5.  Ilman Fahmi “Perka 362 yang 

dijadikan pedoman” 

P5 Perencanaan 

probity audit 

Persiapan 

probity 

audit 

6.  Drs. Suardi “semua diatur dalam 

Perka 362 tahun 2012” 

P6 Perencanaan 

probity audit 

Persiapan 

probity 

audit 

7.  Eriska Lisandia, 

SE 

“….. sesuai perka BPKP 

No. 362 tahun 2012, dan 

dalam tahapan ini 

kurang lebih 5 (lima) 

hari …..” 

P7 Perencanaan 

probity audit 

Persiapan 

probity 

audit 

8.  Kukuh Ashari “Perka 362 tahun 2012” P8 Perencanaan 

probity audit 

Persiapan 

probity 

audit 

9.  Tri Martini, S.Si “Perka 362 tahun 2012” P9 Perencanaan 

probity audit 

Persiapan 

probity 

audit 

10.  Deski Ferdiansyah “pedoman pada perka 

BPKP No 362 tahun 

2012, dan menurut saya 

itu sudah sangat 

lengkap, Perwakilan 

BPKP Kalimantan Barat 

telah melakukan probity 

audit sejak tahun 2014 

dan sejak tahun 2014 

sampai 2017 hampir 

semuanya saya terlibat 

sebagai anggota tim”  

P10 Perencanaan 

probity audit 

Persiapan 

probity 

audit 
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11.  Dedy Tjahjanto, 

SE 

“Ya…. Perka No 362 

tahun 2012 itu di 

terapkan setelah 

dilakukan diklat atau 

solialisasi dari pusat 

lah, kurang lebih sekitar 

tahun 2012 gitu.. jadi 

ada pedoman-

pedomannya yang di 

jelaskan dalam 

sosialisasi, dan telah 

masuk kedalam 

program kerja 

pengawasan tahunan. 

Didalamnya ada 

diwajibkan 

menjalankan probity 

audit. format-format 

kerangka diambil dari 

perpres pengadaan 

barang dan jasa, 

dilaksanakan sesuai 

dengan ketentuan. Ada 

checklistnya, untuk 

pekerjaan nya, dibatasi 

ruanglingkup dan 

waktunya juga” 

P11 Perencanaan 

probity audit 

Persiapan 

probity 

audit 
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No Kode 

Partisipan 

Pertanyaan dan 

Jawaban 

Koding Sub Tema Tema 

II P Upaya apa saja yang 

dilakukan oleh BPKP 

dalam peningkatan 

kapasitas SDM, 

apakah pelatihan atau 

workshop ? 

 Perencanaan 

probity audit 

Persiapan 

probity 

audit 

1.  Erwan Ruhana, 

SE 

“ya ada pelatihannya 

di pusat, nanti satu 

atau dua orang yang 

dikirimkan, 

kemudian nanti ada 

pelatihan di kantor 

sendiri dari yang 

ditugaskan 

pelatihannya itu. Klo 

dulu namanya 

Pelatihan di Kantor 

Sendiri (PKS) klo 

sekarang pelatihan 

Pendalaman Materi 

(PPM) getok tular 

istilahnya ya.., disitu 

disampaikan 

pedomannya. 

Biasanya yang 

melakukan audit 

probity ya yang 

sudah dapat 

pelatihan ini. 

Teori….ya sama ya 

sesuai dengan 

pedoman, karena kita 

kan ga cuman 

mengaudit probity 

saja, jauh lebih luas, 

probity bagian dari 

pelayanan kita. Tapi 

P1 Perencanaan 

probity audit 

Persiapan 

probity 

audit 
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ya Lihat sikon 

tenaga. biaya atau 

anggaran dan waktu. 

yang audit kita 

auditor umum, jadi 

klo ikut di kita bukan 

yang dapat pelatihan 

patokannya tapi yang 

sdah PFA ( Pejabat 

Fungsional Auditor). 

2.  Muhammad 

Irfan 

“klo saya belum 

pernah ikut 

pelatihan, tp teman 

yang pernah ikut 

diklat mereka 

melakukan PKS ( 

pelatihan di kantor 

sendiri) atau 

sharing 

pengetahuan, saya 

belajar dari situ. 

Materinya 

dibagikan, pak reza 

yang pernah ikut 

pak Reza ada 

sertifikatnya. Dulu 

saya pernah 2 kali 

ikut audit probity ( 

di UNTAN 

Pembangunan 

Gedung MIPA, dan 

Rutan Sambas)” 

P2 Perencanaan 

probity audit 

Persiapan 

probity 

audit 

3.  Jonchon 

Samosir, SE 

“ada yang kita kirim 

pelatihan, biasanya 

ada surat dari 

pusdiklatwas BPKP 

pusat”  

P3 Perencanaan 

probity audit 

Persiapan 

probity 

audit 

4.  Reza Rinaldi “ ada, didalam surat 

yang masuk dari 

pusdiklatwas 

disampaikan kalo 

yang ikut diklat 

atau peserta diklat 

diwajibkan untuk 

P4 Perencanaan 

probity audit 

Persiapan 

probity 

audit 
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melakukan PPM, 

dan pada saat 

pelatihan itu 

disebutkan lagi, 

diumumkan lagi 

agar peserta tidak 

lupa. Probity audit 

itu bisa saja g ikut 

pelatihan tapi 

pernah ikut 

penugasan probity 

audit, asalkan dari 

tim itu ada yang 

pernah ikut 

pelatihan probity  

audit”. 

5.  Ilman Fahmi “ kalo saya belum 

pernah ikut 

pelatihan,  Klo PKS 

udah pernah, klo 

pusdiklatnya belum. 

Karena yang sudah 

diklat itu 

ketentuannya wajib 

melakukan PKS dan 

itu tertulis dalam 

surat tugas. Peserta 

diklat diwajibkan, itu 

disampaikan saat 

diklat katanya ” 

P5 Perencanaan 

probity audit 

Persiapan 

probity 

audit 

6.  Drs. Suardi “iya ada pelatihannya, 

yang mengadakan 

dari pusat, dari 

Perwakilan 

mengirimkan 1 (satu) 

atau 2 (dua) orang 

untuk mengikuti 

pelatihan itu,” 

P6 Perencanaan 

probity audit 

Persiapan 

probity 

audit 

7.  Eriska 

Lisandia, SE 

“ada mbak 

pelatihannya, tapi 

kalua saya paling 

ikut yang PKS di 

kantor, di perwakilan 

BPKP sendiri hanya 

P7 Perencanaan 

probity audit 

Persiapan 

probity 

audit 
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3 orang yang benar-

benar mendalami 

atau mempunyai 

pengetahuan probity 

audit, harapannya 

kedepan semakin 

banyak yang dikirim 

pelatihan ke 

pusdiklatwas pusat 

sehingga saat terjun 

dilapangan sudah 

punya ilmunya. 

Karena yang terjadi 

sekarang ini audit 

probity itu sangat 

kompleks sementara 

auditornya belum 

menguasai ilmunya” 

8.  Kukuh Ashari “Ada pelatihan, ada 

yang ikut kadang satu 

orang dikirim ke 

Jakarta kadang 2 

orang” 

P8 Perencanaan 

probity audit 

Persiapan 

probity 

audit 

9.  Tri Martini, S.Si “ada pelatihannya tapi 

terkadang pelatihan 

itu tidak hanya 

pelatihan probity 

audit saja tapi ada 

pelatihan audit yang 

lain, materinya ya 

tentang pedoman 

audit yang di Perka, 

besok saya kirimkan 

materinya saya sudah 

pernah ikut tapi 

sertifikatnya belum 

keluar. Mas Reza 

yang sudah keluar 

sertifikatnya” 

P9 Perencanaan 

probity audit 

Persiapan 

probity 

audit 

10.  Deski 

Ferdiansyah 

“ada pelatihannya, 

terakhir 2 orang 

kemarin yang dikirim 

untuk ikut pelatihan”  

P10 Perencanaan 

probity audit 

Persiapan 

probity 

audit 
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11.  Dedy Tjahjanto, 

SE 

“Ada pelatihan 

Probity Audit dan 

PBJ yang di Bimtek 

kan di BPKP pusat. 

Dan mereka akan 

mendapatkan 

sertifikasi, probity 

audit itu kan bagian 

juga dari PBJ jadi 

bimteknya itu 

diselenggarakan 

bebarengan. Dan 

nantinya itu dijadikan 

untuk menentukan 

kompetensi yang 

nantinya di jadikan 

syarat” 

P11 Perencanaan 

probity audit 

Persiapan 

probity 

audit 
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No. Kode 

Partisipan 

Pertanyaan dan 

Jawaban 

Koding Sub Tema Tema 

III P Berapakah staf yang 

mempunyai jabatan 

sebagai Auditor 

probity audit yang 

telah mengikuti 

kegiatan pertanyaan 

point 3 di atas 

 Perencanaan 

probity 

audit 

Persiapan 

probity 

audit 

1.  Erwan Ruhana, 

SE 

“ga ada signifikasi, 

semua yang 

mengaudit asalkan 

udah ikut PKS  

(pelatihan di kantor 

sendiri) udah boleh 

melakukan Audit. 

Jadi kita auditor 

umumpun 

ditugaskan. Asalkan 

sudah punya PFA 

(Pejabat Fungsional 

Auditor). Tidak ada 

auditor khusus 

probity audit, klo 

probitynya sendiri 

dia dikasih softcopy 

pelatihan itu. Kita 

melayani audit 

belanja dari APBN 

maupun dari APBD. 

Tugasnya sesuai 

dengan pembagian 

per baian dan 

jobdeskripsinya. 

Jadi ada 2 anggaran 

yaitu pusat dan 

daerah. PFA didapat 

sejak awal dia 

masuk sudah masuk 

PFA dari bidang 

Pendidikan setiap 

pegawai (ijazah 

Umum). Klo dia dari 

S1 nanti masuk 

auditor ahli, klo D3 

P1 Perencanaan 

probity audit 

Persiapan 

probity 

audit 
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auditor muda. Untuk 

menjadi ketua 

auditor dilihat dari 

pengalaman auditor 

melakukan audit dan 

sertifikasi lain yang 

dia peroleh nah 

disinilah 

peningkatan jabatan 

auditor. Semua 

kegiatan audit yang 

dilakukan oleh 

auditor BPKP 

melalui surat tugas 

masuk ke angka 

kredit yang bias 

digunakan untuk 

mengurus kenaikan 

jabatan PFA ( 

Pejabat Fungsional 

Auditor)” 

2.  Muhammad 

Irfan 

“secara khusus tidak 

ada. tp disini kita 

timnya ada 16 orang” 

P2 Perencanaan 

probity 

audit 

Persiapan 

probity 

audit 

3.  Jonchon 

Samosir, SE 

“ga ada di tetapkan 

seperti itu yang ada 

adalah jabatan 

fungsional auditor 

kalua yang audit 

harus sudah 

berpengalaman gt 

saja”  

P3 Perencanaan 

probity 

audit 

Persiapan 

probity 

audit 

4.  Reza Rinaldi “ : secara khusus 

tidak ada. 

Penugasan 

berdasarkan 

pengalaman saja.  

P4 Perencanaan 

probity 

audit 

Persiapan 

probity 

audit 
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Karena kita juga 

memiliki 

keterbatasan 

personal”. 

5.  Ilman Fahmi “setahu saya 

penugasan 

berdasarkan 

pengalaman dan 

kebutuhan personal 

dalam tim audit” 

P5 Perencanaan 

probity 

audit 

Persiapan 

probity 

audit 

6.  Drs. Suardi “penugasan 

berdasarkan 

pengalaman tapi 

memang disini ada 

yang ahli probity 

audit mas deski itu 

dia pengalamannya 

banyak di probity 

audit, dan sering 

ditugaskan juga jadi 

tim nya” 

P6 Perencanaan 

probity 

audit 

Persiapan 

probity 

audit 

7.  Eriska 

Lisandia, SE 

“paling yang 

berpengalaman saja 

mba kalua secara 

khusus jabatan itu 

tidak ada” 

P7 Perencanaan 

probity 

audit 

Persiapan 

probity 

audit 

8.  Kukuh Ashari “secara signifikan 

tidak ada ya, 

pengalaman yang 

dijadikan dasar 

penugasan karena 

factor keterbatasan 

SDM” 

P8 Perencanaan 

probity 

audit 

Persiapan 

probity 

audit 

9.  Tri Martini, 

S.Si 

“kalau jabatan ya 

jabatan Fungsional 

auditor mba, kalau 

jabatan khusus 

auditor probity 

belum ada karena 

kita masih sangat 

minim personal ya, 

bahkan karena 

P9 Perencanaan 

probity 

audit 

Persiapan 

probity 

audit 
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kekurangan personal 

kemarin dari bagian 

investigasi juga 

diikutkan” 

10.  Deski 

Ferdiansyah 

“kalau saya memang 

sering ikut audit 

probity tapi kalau 

jabatan khusus 

auditor probity tidak 

ada, karena factor 

pengalaman saja 

mungkin ya, jadi 

hamper keseluruhan 

audit probity dari 

tahun 2014 saya jadi 

timnya kurang lebih 

sekitar 10 kali audit”  

P10 Perencanaan 

probity 

audit 

Persiapan 

probity 

audit 

11.  Dedy 

Tjahjanto, SE 

“kurang ingat saya 

ada 5 kayaknya dan 

kalau yang dulu ada 

banyak tapi sudah 

pada pindah. Kira2 

ada 3 sampe 5 orang 

kalau sekarang ya 

yang sering ikut mas 

deski dan mba eriska 

sama mas reza 

waktu itu saya ketua 

timnya” tapi kalau 

jabatan khusus tidak 

ada 

P11 Perencanaan 

probity 

audit 

Persiapan 

probity 

audit 
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No Kode 

Partisipan 

Pertanyaan dan 

Jawaban 
Koding Sub Tema Tema 

IV P Peserta yang 

ditugaskan untuk 

melaksanakan 

probity audit 

apakah sebelumnya 

telah memenuhi 

persyaratan 

mengikuti 

pelatihan? 

 Perencanaan 

probity audit 

Persiapan 

probity 

audit 

1.  Erwan 

Ruhana, SE 

“  ga harus pelatihan 

ya, asalkan dia PFA 

(Pejabat Fungsional 

Auditor) dia udah 

boleh melakukan 

audit. Karena 

auditornya terbatas 

kalo khusus probity 

audit saja. Setiap 

penugasan bernilai 

angka kredit yang 

dapat digunakan 

untuk kenaikan 

jabatan fungsional 

auditor”. 

P1 Perencanaan 

probity audit 

Persiapan 

probity 

audit 

2.  Muhammad 

Irfan 

“ tidak secara 

keseluruhan, 

asalkan dia sudah 

pernah iku PKS 

atau PPM yang 

diselenggarakan 

disini itu sudah 

cukup” 

P2 Perencanaan 

probity audit 

Persiapan 

probity 

audit 

3.  Jonchon 

Samosir, SE 

“kadang keterbatasan 

SDM ya jadi 

kadnag yang belum 

pernah ikut 

pelatihan kita 

ikutkan agar 

mereka 

P3 Perencanaan 

probity audit 

Persiapan 

probity 

audit 
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mendapatkan 

pengalaman”  

4.  Reza Rinaldi “ tidak secara 

keseluruhan. 

Karena biasanya 

kita mengadakan 

PKS dan dari 

pelaksanaan PKS 

itu tidak dibuat 

secara resmi 

sehingga tidak ada 

sertfikat yang 

didapat, hanya 

sekedar sering 

pengetahuan aj dari 

materi yang 

didapatkan di 

pusdiklat”. 

P4 Perencanaan 

probity audit 

Persiapan 

probity 

audit 

5.  Ilman Fahmi “saya belum pernah 

ikut pelatihan tapi 

sudah pernah ikut 

PKS dan saya 

ditugaskan ikut jadi 

anggota tim probity 

audit” 

P5 Perencanaan 

probity audit 

Persiapan 

probity 

audit 

6.  Drs. Suardi “Berdasarkan 

pengalaman dia 

pernah ikut probity 

audit atau belum 

kemudian kalau 

mereka sudah 

pernah ikut PKS ya 

ada yang 

ditugaskan asalkan 

ada yang sudah 

senior” 

P6 Perencanaan 

probity audit 

Persiapan 

probity 

audit 

7.  Eriska Lisandia, 

SE 

“tidak mesti ya 

mbak, yang penting 

udah pernah ikut 

probity audit dan 

PKS di Unit 

P7 Perencanaan 

probity audit 

Persiapan 

probity 

audit 
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kerjanya masing-

masing” 

8.  Tri Martini, S.Si “Biasanya yang 

sudah pernah ikut 

probity audit 

ditugaskan, kadang 

yang belum pernah 

pun diikutkan 

supaya belajar dan 

punya pengalaman” 

P9 Perencanaan 

probity audit 

Persiapan 

probity 

audit 

9.  Deski 

Ferdiansyah 

“Asalkan sudah ada 

yang berpenglaman 

paling tidak ketua 

timnya maka yang 

lain bisa diikutkan”  

P10 Perencanaan 

probity audit 

Persiapan 

probity 

audit 

10.  Dedy Tjahjanto, 

SE 

“ Belum semuanya 

auditor Probity 

telah mengikuti 

Pelatihan asalkan 

ada pengalaman 

mereka ditugaskan” 

P11 Perencanaan 

probity audit 

Persiapan 

probity 

audit 
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No Kode 

Partisipan 

Pertanyaan dan 

Jawaban 
Koding Sub Tema Tema 

V P Apakah BPKP telah 

melakukan 

pembicaraan 

pendahuluan dengan 

pihak auditee 

sebelum probity 

audit di lakukan 

 Perencanaan 

probity audit 

Persiapan 

probity 

audit 

1.  Erwan Ruhana, 

SE 

“iyalah dilakukan. 

biasanya dalam 

penyusunan awal 

kerangka kerja itu 

dilaksanakan, 

tergantung 

disesuaikan kita 

masuknya di bagian 

apa, perencanaan, 

pelaksanan atau 

pelaporannya ”. 

P1 Perencanaan 

probity audit 

Persiapan 

probity 

audit 

2.  Muhammad 

Irfan 

“ iya ada, setelah surat 

masuk  dari auditi ada 

kemudian didisposisi 

oleh kaper maka ada 

tim yang ditugaskan 

untuk 

menindaklanjuti” 

P2 Perencanaan 

probity audit 

Persiapan 

probity 

audit 

3.  Jonchon 

Samosir, SE 

“ya biasanya surat 

masuk kemudian 

baru kita 

tindaklanjuti”  

P3 Perencanaan 

probity audit 

Persiapan 

probity 

audit 

4.  Reza Rinaldi “  iya, setelah surat 

permohonan audit 

probity atau mereka 

menyebutnya 

pendampingan. Surat 

itu masuk ke kaper 

dan telah di 

keluarkan surat 

penugasan. Kita 

harus menyamakan 

P4 Perencanaan 

probity audit 

Persiapan 

probity 

audit 
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persepsi dan ruang 

lingkup auditnya.”. 

5.  Ilman Fahmi “ada surat masuk 

biasanya, dan itu 

yang dijadikan dasar 

penyusunan KAK 

dan Penugasan” 

P5 Perencanaan 

probity audit 

Persiapan 

probity 

audit 

6.  Drs. Suardi “ada dan itu 

bentuknya surat 

permohonan dari 

pihak yang minta 

dilakukan probity 

audit,  dilakukan, 

surat permohonan 

probity audit. masuk. 

ke Kaper dan 

ditindaklanjuti salah 

satunya pembicaraan 

dengan pihak 

auditee” 

P6 Perencanaan 

probity audit 

Persiapan 

probity 

audit 

7.  Eriska 

Lisandia, SE 

“ada surat nya dari 

audity dan itu 

ditujukan ke Kepala 

Perwakilan kemudian 

didisposisi” 

P7 Perencanaan 

probity audit 

Persiapan 

probity 

audit 

8.  Tri Martini, 

S.Si 

“ada suratnya dari 

auditee kepada 

kaperwakilan itu 

yang terlebihdahuku 

ditindaklanjuti 

biasanya mba” 

P9 Perencanaan 

probity audit 

Persiapan 

probity 

audit 

9.  Deski 

Ferdiansyah 

“ Dalam penyusunan 

KAK ada hal-hal 

yang harus disepakati 

Bersama dalam enter 

meeting meliputi 

ruanglingkup, 

spesifikasi, waktu, 

total anggaran, 

termasuk standar 

audit yang digunakan 

dan mekanisme 

P10 Perencanaan 

probity audit 

Persiapan 

probity 

audit 
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auditnya sehingga 

jalannya audit 

diharapkan berjalan 

sesuai dengan 

koridornya”. 

10.  Dedy 

Tjahjanto, SE 

“  yang pastinya 

adalah.. tidak semua 

pengadaan di probity 

audit, jadi tergantung 

kriteria pengadaan 

berbau politis atau 

tidak ” 

P11 Perencanaan 

probity audit 

Persiapan 

probity 

audit 
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No Kode 

Partisipan 

Pertanyaan dan 

Jawaban 
Koding Sub Tema Tema 

VI P Berapa jangka 

waktu yang 

ditetapkan dari 

pembicaraan 

pendahuluan 

sampai dengan 

dilaksanakannya 

probity audit?  

 Perencanaan 

probity audit 

Perencanaan 

probity audit 

1.  Erwan 

Ruhana, SE 

“iya, kadang 

seminggu kadang 2 

minggu, tergantung 

dari persetujuan 

anggaran juga, klo g 

ada anggarannya ya 

akhirnya ga bisa 

jalan,  ya sesuai 

anggaran yang ada 

lah. Anggaran 

biasanya di 

anggarkan di awal 

tahun, namun 

apabila ada yang 

urgent harus 

dilakukan audit 

maka di usulkan ke 

pusat untuk 

memperoleh 

persetujuan 

anggaran  ”. 

P1 Perencanaan 

probity audit 

Perencanaan 

probity audit 

2.  Muhammad 

Irfan 

“iya ada, setelah 

surat masuk  dari 

auditi semingguan” 

P2 Perencanaan 

probity audit 

Perencanaan 

probity 

audit 

3.  Reza Rinaldi “iya, setelah surat 

permohonan 

seminggu dua 

minggunan.”. 

P4 Perencanaan 

probity audit 

Perencanaan 

probity 

audit 

4.  Ilman Fahmi “seminggu dua 

minggunan” 

P5 Perencanaan 

probity audit 

Perencanaan 

probity audit 
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5.  Drs. Suardi “1 minggu 2 

minggu” 

P6 Perencanaan 

probity audit 

Perencanaan 

probity audit 

6.  Eriska Lisandia, 

SE 

Dua minggunan P7 Perencanaan 

probity audit 

Perencanaan 

probity audit 

7.  Kukuh Ashari Seminggu dua 

minggunan sekitar 

itu 

P8 Perencanaan 

probity audit 

Perencanaan 

probity audit 

8.  Tri Martini, S.Si “kadang 1 kadang 2 

minggu 

P9 Perencanaan 

probity audit 

Perencanaan 

probity audit 

9.  Deski 

Ferdiansyah 

“sekitar 2 minggu 

idealnya”  

P10 Perencanaan 

probity audit 

Perencanaan 

probity audit 

10.  Dedy Tjahjanto, 

SE 

“ Probity audit  

masuk kedalam 

anggaran tahunan, 

nah itu kan dari 

APBN dan ada 

standarnya itu. ada 

anggaran 

standarnya berapa 

hari ya itu dari 

perhitungan 

perjalanan dinas 

yang terstandar  

dari pembicaraan 

dan kemudian 

dilakukan audit 

paling sekitar 1-2 

minggu lah.., 

Kemudian baru 

dilakukan probity 

audit.” 

P11 Perencanaan 

probity audit 

Perencanaan 

probity audit 
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No Kode 

Partisipan 

Pertanyaan dan 

Jawaban 
Koding Sub Tema Tema 

VII P Berapa jumlah 

auditor yang 

ditugaskan dalam 

satu kali 

pelaksanaan 

probity audit? 

 

 Pelaksanaan 

probity audit 

Pelaksanaan 

probity audit 

1.  Erwan Ruhana, 

SE 

3 orang termasuk 

auditor teknis 

korwas dan 

anggota. 

P1 Aspek 

dominan yang 

menghambat  

pelaksanaan 

probity audit  

Aspek 

dominan 

yang 

menghambat  

pelaksanaan 

probity audit 

2.  Muhammad 

Irfan 

“ 4 orang klo saya 

kemarin di Rutan 

Sambas ” 

P2 pelaksanaan 

probity audit 

pelaksanaan 

probity audit 

3.  Jonchon 

Samosir, SE 

“3-5 orang 

tergantung lingkup 

pekerjaannya”  

P3 Aspek 

dominan yang 

menghambat 

pelaksanaan 

probity audit  

Aspek 

dominan 

yang 

menghambat 

pelaksanaan 

probity audit 

4.  Reza Rinaldi 3-5 Orang 

tergantung lingkup 

pekerjaannya, 

karena kita harus 

bagi tugas”. 

P4 Aspek 

dominan 

yang 

menghambat 

pelaksanaan 

probity audit 

Faktor 

penghambat 

pelaksanaan 

Aspek 

dominan 

yang 

menghambat 

pelaksanaan 

probity audit 

5.  Ilman Fahmi “3-5 Orang tapi 

kalo lingkupnya 

luas ya nambah” 

P5 Aspek 

dominan 

menghambat 

pelaksanaan 

probity audit  

Aspek 

dominan 

menghambat 

pelaksanaan 

probity audit 
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6.  Drs. Suardi “3-5 orang 

tergantung lingkup 

yang diaudit” 

P6 Aspek 

dominan 

yang 

menghambat 

pelaksanaan 

probity audit 

Faktor  

Aspek 

dominan 

yang 

menghambat 

pelaksanaan 

probity audit 

7.  Eriska 

Lisandia, SE 

“kalau saya sama 

mas deski kemarin 

5 orang tergantung 

lingkupnya luas 

apa tidak” 

P7 Aspek 

dominan yang 

menghambat 

pelaksanaan 

probity audit  

Aspek 

dominan 

yang 

menghambat 

pelaksanaan 

probity audit 

8.  Kukuh 

Ashari 

“3-5 orang 

tergantung lingkup 

auditnya karena 

pembagian tugas 

tergantung luasya 

lingkup” 

P8 Aspek 

dominan 

yang 

menghambat 

pelaksanaan 

probity audit  

Aspek 

dominan 

yang 

menghambat 

pelaksanaan 

probity audit 

9.  Tri Martini, 

S.Si 

“kalau saya 

kemarin ikut saja 

jadi termasuk 

korwas 4 orang” 

P9 Aspek 

dominan yang 

menghambat 

pelaksanaan 

probity audit  

Penghambat 

pelaksanaan 

probity audit 

10.  Deski 

Ferdiansyah 

“3-5 orang mbak 

karena itu juga 

merupakan 

perencnaan awal 

yang harus 

dimatengkan yaitu 

pembagian 

tgasnya”  

P10 Aspek 

dominan yang 

menghambat 

pelaksanaan 

probity audit 

Faktor 

penghambat 

pelaksanaan 

11.  Dedy 

Tjahjanto, 

SE 

“3-5 Orang” P11 Aspek 

dominan yang 

menghambat 

pelaksanaan 

probity audit 

Faktor 

penghambat 

pelaksanaan 
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No Kode 

Partisipan 

Pertanyaan dan 

Jawaban 
Koding Sub Tema Tema 

VIII P Bagaimana proses 

perencanaan yang 

dipersiapkan 

sebelum 

melaksanakan 

probity audit 

sebelumnya? 

 Pelaksanaan 

probity audit 

Pelaksanaan 

probity 

audit 

1.  Erwan Ruhana, 

SE 

Biasanya diskusi 

sebelum 

melakukan probity 

audit, 

mengumpulkan 

tim utk 

merumuskan 

pekerjaan. 

P1 Pelaksanaan 

probity audit 

Pelaksanaan 

probity 

audit 

2.  Muhammad 

Irfan 

“ disusun timnya 

dulu oleh SDM 

karena surat masuk 

ke SDM 

berdasarkan 

disposisi Kaper ” 

P2 Pelaksanaan 

probity audit 

Pelaksanaan 

probity 

audit 

3.  Jonchon 

Samosir, SE 

“penyusunan tim 

sesuai 

kompetensinya 

kemudian dari 

Kaper menugaskan 

sesuai permintaan 

audit”  

P3 Pelaksanaan 

probity audit 

Pelaksanaan 

probity 

audit 

4.  Reza Rinaldi 3-5 Orang 

tergantung lingkup 

pekerjaannya, 

karena kita harus 

bagi tugas”. 

P4 Pelaksanaan 

probity audit 

Pelaksanaan 

probity 

audit 

5.  Drs. Suardi “penyusunan tim 

dituangkan dalam 

surat tuugas” 

P6 Pelaksanaan 

probity audit 

Pelaksanaan 

probity 

audit 
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6.  Eriska 

Lisandia, SE 

“disiapkan timnya 

kemudian 

dibuatkan surat 

penugasan dari 

perwakilan BPKP ” 

P7 Pelaksanaan 

probity audit 

Pelaksanaan 

probity 

audit 

7.  Tri Martini, 

S.Si 

“rapat dulu 

biasanya mba saya 

hanya mengikuti 

tugas dari 

ketuanya” 

P9 Pelaksanaan 

probity audit 

Pelaksanaan 

probity audit 

8.  Deski 

Ferdiansyah 

“setelah surat 

permintaan audit 

diterima kemudian 

dilakukan entry 

meeting mba, 

disitu kita bahas 

lingkup auditnya,   

P10 Pelaksanaan 

probity audit 

Pelaksanaan 

probity audit 

9.  Dedy 

Tjahjanto, SE 

biasanya ada 

diskusi sebelum 

melakukan probity 

audit, dan 

pembicraan dalam 

rapat bersama. 

P11 Pelaksanaan 

probity audit 

Pelaksanaan 

probity audit 
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No Kode 

Partisipan 

Pertanyaan 

dan Jawaban 
Koding Sub Tema Tema 

VIII P Apakah 

pelaksanaan 

probity audit telah 

dianggarkan 

sebelumnya 

ataukah 

menggunakan 

alokasi 

pemeriksaan 

khusus? 

 Pelaksanaan 

probity audit 

Pelaksanaan 

probity audit 

1.  Erwan Ruhana, 

SE 

ada anggarannya 

ya, dari anggaran 

tahunan yang 

sudah ditetapkan, 

klo tidak ada 

anggarannya ya 

paling tidak 

membuat KAK 

dahulu. Rencana 

anggaran di buat 

awal tahun, 

diajukan oleh 

KAPER di ajukan 

ke Pusat, setelah 

dapat persetujuan 

pusat masuk ke 

APBN baru turun 

ke kita dan baru 

bias dilaksanakan 

P1 Aspek 

dominan yang 

menghambat 

pelaksanaan 

probity audit  

Faktor 

penghambat 

pelaksanaan 

2.  Muhammad 

Irfan 

“ setahu saya 

sudah anggaran 

tahunannya ” 

P2 Aspek 

dominan yang 

menghambat 

pelaksanaan 

probity audit 

Faktor 

penghambat 

pelaksanaan 

3.  Jonchon 

Samosir, SE 

“iya ada, dan 

sudah 

dianggarkan tiap 

tahun”  

P3 Aspek 

dominan yang 

menghambat 

pelaksanaan 

probity audit  

Faktor 

penghambat 

pelaksanaan 
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4.  Ilman 

Fahmi 

“Ada 

anggarannya 

mba” 

P5 Aspek 

dominan yang 

menghambat 

pelaksanaan 

probity audit  

Faktor 

penghambat 

pelaksanaan 

5.  Drs. Suardi “Anggaran di 

ambilkan dari 

anggaran tahunan 

yang sudah 

ditetapkan dan itu 

bukan hanya 

anggaran probity 

audit saja tapi 

juga termasuk 

anggaran 

keseluruhan 

audit” 

P6 Aspek 

dominan yang 

menghambat 

pelaksanaan 

probity audit  

Faktor 

penghambat 

pelaksanaan 

6.  Eriska 

Lisandia, SE 

“Pelaksanaan 

probity audit 

berjalan 5 hari 

pada saat 

pelaksanaannya 

kalau termasuk 

perjalanan bisa 

sampai 10 hari 

apalagi kalau 

kabupatennya 

jauh dan harus 

diakses pakai 

pesawat akhirnya 

waktu kita 

kelamaan 

diperjalanan saja. 

Sebenarnya 

waktunya sangat 

kurang karena 

permintaan audit 

banyak. Sehingga 

untuk mencapai 

target pembuatan 

laporan kadang 

kami harus 

lembur. Selain itu 

anggaran untuk 

probity audit ini 

P7 Aspek 

dominan yang 

menghambat 

pelaksanaan 

probity audit  

Faktor 

penghambat 

pelaksanaan 
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sangat minim, dan 

kadang kita harus 

nambah dari dana 

pribadi dulu. 

Makanya banyak 

yang tidak mau 

untuk ditugaskan 

probity audit, 

selain itu probity 

audit ini 

merupakan audit 

yang beresiko 

tinggi dibanding 

audit yang 

lainnya” 

7.  Kukuh 

Ashari 

“setahu saya ada 

anggarannya, 

termasuk 

anggaran audit 

yang lain disusun 

secara tahunan” 

P8 Aspek 

dominan yang 

menghambat 

pelaksanaan 

probity audit 

Faktor 

penghambat 

pelaksanaan 

8.  Deski 

Ferdiansyah 

“iya ada, dan itu 

termasuk 

anggaran audit 

yang lain   

P10 Aspek 

dominan yang 

menghambat 

pelaksanaan 

probity audit 

Faktor 

penghambat 

pelaksanaan 

9.  Dedy 

Tjahjanto, SE 

iya sudah masuk 

anggaran tahunan. 

P11 Aspek 

dominan yang 

menghambat 

pelaksanaan 

probity audit 

Faktor 

penghambat 

pelaksanaan 
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TABEL REDUKSI DATA HASIL WAWANCARA DENGAN PARTISIPAN 

AUDITOR DAN AUDITEE PERWAKILAN BPKP KALIMANTAN BARAT 

 

B. Pelaksanaan Audit 

NO Kode 

Partisipan 

Pertanyaan 

dan Jawaban 

Koding Sub Tema Tema 

I P Dalam suatu 

pekerjaan yang 

harus diaudit 

menggunakan 

probity audit 

kriteria apa yang 

dijadikan dasar 

pelaksanaan 

probity audit? 

 Pelaksanaan  

probity audit 

Pelaksanaan  

probity audit 

1.  Erwan Ruhana, 

SE 

“ ya sesuai dengan 

aturan itu ya  

menyangkut 

kepentingan 

umum..nilainya 

besar. Bersifat 

sensitive 

politis..dst, jadi 

yak lo gak di kawal 

banyak alasannya 

nanti..misal 

waktunya kurang, 

pekerjaan g segera 

selesailah..mutuny

a kurang bagus  

dan akhirnya 

mandeg, macem-

macem gitu” 

P1 Pelaksanaan  

probity audit 

Pelaksanaan  

probity audit 

2.  Muhammad 

Irfan 

“biasanya 

pekerjaan yang 

nilainya besar dan 

beresiko tinggi” 

P2 Pelaksanaan  

probity audit 

Pelaksanaan  

probity audit 
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3.  Jonchon 

Samosir, SE 

“kriterianya ya 

sesuai peodman, 

beresiko besar, 

menyankut 

kepentingan 

masyarakat luas 

dsb.  

P3 Pelaksanaan  

probity audit 

Pelaksanaan  

probity audit 

4.  Reza Rinaldi “kebanyakan yang 

beresiko tinggi 

mbak”. 

 

P4 Pelaksanaan  

probity audit 

Pelaksanaan  

probity audit 

5.  Ilman Fahmi “anggarannya 

besar diatas 1 M 

mba” 

P5 Pelaksanaan  

probity audit 

Pelaksanaan  

probity audit 

6.  Drs. Suardi “pekerjaan-

pekerjaan 

pengadaan yang 

beresiko tinggi, 

menyangkut 

kepentingan 

masyarakat yang 

luas dsb” 

P6 Pelaksanaan  

probity audit 

Pelaksanaan  

probity audit 

7.  Eriska 

Lisandia, SE 

“beresiko tinggi 

yang pasti dan 

membutuhkan 

biaya yang besar” 

P7 Pelaksanaan  

probity audit 

Pelaksanaan  

probity audit 

8.  Kukuh Ashari “beresiko tinggi, 

menyangkut 

kepentingan 

masyarakat luas 

dsb” 

P8 Pelaksanaan  

probity audit 

Pelaksanaan  

probity audit 

9.  Tri Martini, S.Si “yang 

membutuhkan 

anggaran besar 

biasanya mba 

yang dilakukan 

audit” 

P9 Pelaksanaan  

probity audit 

Pelaksanaan  

probity audit 

10.  Deski 

Ferdiansyah 

“Paket pekerjaan 

yang berpotensi 

menimbulkan 

konflik 

kepentingan, 

beresiko tinggi 

dan mepunyai 

hubungan politik”  

P10 Pelaksanaan  

probity audit 

Pelaksanaan  

probity audit 
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11.  Dedy Tjahjanto, 

SE 

“tahap 

pelaksanaannya. 

ya sesuai dengan 

aturan itu. perka 

BPKP No.362 

tahun 2012, 

menyangkut 

kriterianya juga: 

merupakan 

kepentingan 

umum nilainya 

besar dst, jadi ya 

kalau tidak 

dikawal 

pertahapannya, 

akan ada banyak 

penyimpangan 

dengan berbagai 

alasan misal 

waktunya kurang, 

pekerjaan tidak 

segera selesai, 

mutunya kurang 

bagus dan 

akhirnya mandeg, 

macam-macam 

alasan yang 

mereka 

pakaiPaket yang 

diaudit biasanya 

merupakan 

pekerjaan yang 

beresiko tinggi 

dan kompleks, 

ada hubungannya 

dengan politik, 

menyangkut 

pelayanan kepada 

masyarakat luas 

dsb” 

P11 Pelaksanaan  

probity audit 

Pelaksanaan  

probity audit 
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No Kode 

Partisipan 

Pertanyaan 

dan Jawaban 
Koding Sub Tema Tema 

II P Bagaimana 

gambaran umum 

prosedur probity 

audit dilakukan 

dilapangan 

 Pelaksanaan  

probity audit 

Pelaksanaan  

probity audit 

1.  Erwan 

Ruhana, SE 

Pelaksanaan 

sesuai yang ada 

di Pedoman 

Perka No 362 

yang paling di 

cek dulu dari 

perencanaannya 

apakah surat 

kontrak sudah 

memenuhi 

kriteria, apakah 

penentuan 

pemenang saat 

lelang itu sudah 

benar, apakah 

penentuan HPS 

sudah sesuai dsb. 

Kalau pas  

Pelaksanaan 

Audit di IPDN 

kami memilih 

mundur karena 

sudah diambil 

alih oleh 

inspektorat. 

P1 Aspek dominan 

yang 

menghambat 

pelaksanaan 

probity audit  

Faktor 

penghambat 

pelaksanaan 

2.  Muhammad 

Irfan 

“ ya dimulai dari 

perencanaan, 

kemudian cek 

dokumen-

dokumen kontrak 

kemudian proses 

pemilihan 

pemenang kita 

cek seperti apa 

prosesnya jangan 

sampai kita 

P2 Pelaksanaan  

probity audit 

Pelaksanaan  

probity audit 
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hanya menerima 

laporannya saja ” 

3.  Jonchon 

Samosir, SE 

“dilihat sasajran 

auditnya apakh 

audit persiapan 

atau pelaksanaan 

nah dari situ 

kemudian kita 

menentukan job-

jobnya ”  

P3 Pelaksanaan  

probity audit 

Pelaksanaan  

probity audit 

4.  Reza Rinaldi “audit probity 

adalah audit 

realtime setelah 

kita melakukan 

entry meeting 

kemudian kita 

kelapangan 

melakukan audit 

langsung saat 

proses 

pengadaan 

berlangsung” 

P4 Pelaksanaan  

probity audit 

Pelaksanaan  

probity 

audit 

5.  Ilman Fahmi “auditnya 

realtime mba jadi 

langsung 

dilakukan di saat 

pengadaan 

berlangsung” 

P5 Pelaksanaan  

probity audit 

Pelaksanaan  

probity audit 

6.  Drs. Suardi “Audit probity 

adalah audit yang 

real time pada 

saat pengadaan 

barang dan jasa 

dilaksanakan nah 

pada saat itu 

dilakukan audit 

dari mulai 

kontraknya 

penentuan 

HPSnya sampai 

pelaporan hingga 

P6 Pelaksanaan  

probity audit 

Pelaksanaan  

probity audit 
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muncul 

rekomendasi” 

7.  Eriska 

Lisandia, 

SE 

“audit probity 

adalah audit 

realtime pada 

saat pengadaan 

barang dan jasa . 

Dalam tahap 

pelaksanaan 

sudah dilakukan 

semua tahapan 

nya sesuai perka 

BPKP No. 362 

tahun 2012, dan 

dalam tahapan 

ini kurang lebih 5 

(lima) hari akan 

tetapi terkadang 

waktunya tidak 

cukup, semua 

pekerjaan 

dilaksanakan 

sesuai surat tugas 

yang ada kalau 

waktu tidak 

cukup ya harus 

lembur” 

P7 Pelaksanaan  

probity audit 

Pelaksanaan  

probity audit 

8.  Kukuh 

Ashari 

“Probity audit 

adalah audit 

realtime berbeda 

dengan audit 

keuangan, audit 

ini dilaksnakan 

pada saat 

pengadaan 

Barang dan Jasa 

beralngsung” 

P8 Pelaksanaan  

probity audit 

Pelaksanaan  

probity audit 

9.  Deski 

Ferdiansyah 

“Probity audit 

adalah audit 

realtime dimana 

semua prosesnya 

harus kami 

ketahui, dari 

pemilhan 

P10 Aspek dominan 

yang 

menghambat 

pelaksanaan 

probity audit 

Faktor 

penghambat 

pelaksanaan 
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pemenang 

sampai dengan 

kontrak 

dilaksnakan 

harus diketahui 

jangan sampai 

penentuan 

HPSnya asal-

asalan  ada juga 

kemarin waktu 

pelaksanaan 

audit di IPDN 

dihentikan 

karena diambil 

alih oleh 

kemendagri dan 

menggunakan 

jasa audit 

lainnya. 

Dikhawatirkan 

ada temuan audit 

dari dua 

pelaksana yang 

berbeda maka 

dari perwakilan 

BPKP memilih 

berhenti, selain 

itu pekerjaan 

probity audit ini 

beresiko tinggi.   

10.  Dedy 

Tjahjanto, 

SE 

intinya probity 

audit itukan 

PBJ itu 

dilaksankan 

sesuai dengan 

ketentuan 

Audit 

pengadaan 

barang dan 

jasa, dan 

pelaksanaannya 

itukan realtime 

atau segera 

setelah 

pekerjaan slesai 

P11 Aspek 

dominan 

yang 

menghambat 

pelaksanaan 

probity audit 

Faktor 

penghambat 

pelaksanaan 
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nah itu.., proses 

dilapangannya 

ada semacam 

format-format 

yang diambil 

dari perpres 

pengadaan 

barang dan jasa 

itu 

dilaksanakan 

sesuai dengan 

ketentuan. 

Apakah sudah 

sesuai atau 

sudah 

dilaksanakan 

ya ada 

checklistnya.. 

utk pekerjaan 

nya ya dibatasi 

ruanglingkup 

waktu yang ada 

dan tenaga 

yang terbatas 
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C. Tahap Akhir 

No Kode 

Partisipan 

Pertanyaan dan 

Jawaban 

Koding Sub Tema Tema 

I P Setelah probity 

audit dijalankan 

apakah auditor 

menyusun 

laporan hasil 

pemeriksaan dan 

kepada siapa saja 

laporan 

ditujukan? 

 Pelaporan 

probity audit 

 

Pelaporan 

probity 

audit 

 

1.  Erwan Ruhana, 

SE 

ada..laporannya 

ada, itu kan 

outputnya, 

laporan itu 

ditujukan ke 

auditi yang kedua 

ke dubuti dan ke 

pusat sana sudah 

sesuai dsb. 

P1 Pelaporan 

probity audit 

 

Pelaporan 

probity 

audit 

 

2.  Muhammad 

Irfan 

“ ada Laporan 

Hasil 

Pemeriksaan, 

nanti saya berikan 

contohnya yang 

di Rutan Sambas.  

P2 Pelaporan 

probity audit 

 

Pelaporan 

probity 

audit 

 

3.  Reza Rinaldi “ Pelaporan 

sesuai dengan 

kriteria perka 362 

tahun 2012, 

laporan dibuat 

pada setiap 

tahapan probity 

audit, laporannya 

LHP ( Laporan 

Hasil 

Pemeriksaan) 

isinya berupa 

rekomendasi dan 

apakah 

pelaksanaan 

pengadaan 

P4 Pelaporan 

probity audit 

 

Pelaporan 

probity 

audit 
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tersebut sudah 

sesuai pedoman 

atau belum” 

4.  Eriska 

Lisandia, SE 

“ada laporannya 

hanya sedikit 

tapi isinya 

ringkas dan 

berupa 

rekomendasi 

berbeda dengan 

audit keuangan” 

P7 Pelaporan 

probity audit 

 Pelaporan   

probity audit 

5.  Deski 

Ferdiansyah 

“pelaporan 

dibuat pada saat 

selesai tahapan 

probity audit 

dari setiap 

penugasan 

laporannya 

Namanya LHP  

Banyak 

rekomendasi 

dari auditor 

pada tahap 

pemilihan 

penyedia, 

biasanya 

beberapa tidak 

memenuhi 

syarat atau 

kriteria, 

misalnya ada 

penyedia yang 

diloloskan 

padahal sudah 

diperingatkan 

oleh auditor.  

Pada tahap 

pelaksanaan 

bisa kita hitung 

temuannya 

paling sering di 

pemilihan 

penyedia. 

Pernah ada 

lelang yang kita 

P10 Aspek 

dominan 

yang 

menghambat  

pelaksanaan 

probity audit 

Pelaporan 

probity Audit 

Aspek 

dominan 

yang 

menghambat  

pelaksanaan 

probity audit 

Pelaporan 

probity 

Audit 
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batalin, 

sehingga harus 

lelang ulang 

karena dari awal 

sudah tidak 

qualified tapi 

diloloskan. 

Karena apa? 

kalau ditahap 

awal saja sudah 

tidak sesuai 

akan 

menghambat 

pada tahap 

selanjutnya”. 

6.  Dedy 

Tjahjanto, 

SE 

ada..laporannya 

ada, itu kan 

outputnya, 

laporan itu 

ditujukan ke 

auditee yang 

kedua ke duputi 

dan ke pusat 

sana”. 

P11 Pelaporan 

probity 

audit 

 Pelaporan   

probity 

audit 
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D. Tahap Akhir 

No Kode 

Partisipan 

Pertanyaan dan 

Jawaban 

Koding Sub Tema Tema 

I P Apa saja yang 

menjadi temuan 

dari pelaksanaan 

probity audit? 

 

 Aspek 

dominan 

yang 

menghambat  

pelaksanaan 

probity audit 

Aspek 

dominan 

yang 

menghambat  

pelaksanaan 

probity audit 

1.  Erwan 

Ruhana, SE 

Biasanya di 

kontrak, surat 

kontrakpun juga 

masih ada yang 

kurang-kurang, 

yang sering itu 

PPK biasanya dia 

sudah ada tinggal 

copas aj sehingga 

disitu ada hasil 

temuan, trus 

masalah ijin, 

masalah sertifikat, 

masalah 

keterlambatan 

proses juga ya..klo 

dia ada schedule 

proyek itu periode 

nya tidak sesuai 

kontraknya atau 

jadwalnya nah 

kendalanya apa.. 

nah itu jadi temuan 

dan harus 

diingatkan segeera 

itu. jadi harus 

dipercepat missal 

nambah tenaga dsb 

P1 Aspek 

dominan 

yang 

menghambat  

Pelaksanaan 

probity audit 

Pelaporan 

probity Audit 

Aspek 

dominan 

yang 

menghambat  

Pelaksanaan 

probity audit 

Pelaporan 

probity Audit 

2.  Reza 

Rinaldi 

“ HPS tidak sesuai 

dengan harga 

pasaran, klo 

seperti itu 

biasanya ita suruh 

P4 Aspek dominan 

yang 

menghambat  

Aspek 

dominan 

yang 

menghambat  
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buat ulang HPS 

nya sudah sesuai 

pedoman atau 

belum” 

pelaksanaan 

probity audit 

Pelaporan 

probity Audit 

pelaksanaan 

probity audit 

Pelaporan 

probity 

Audit 

3.  Eriska 

Lisandia, SE 

“di saat 

perencanaan 

yang biasanya 

paling banyak 

tapi masih masuk 

rekomendasi dan 

mereka segera 

memperbaiki” 

P7 Aspek dominan 

yang 

menghambat 

pelaksanaan 

probity audit 

Faktor 

penghambat 

pelaksanaan 

Aspek 

dominan yang 

menghambat 

pelaksanaan 

probity audit 

Pelaksanaan 

probity 

audit 

4.  Deski 

Ferdiansyah 

“Pada tahap 

pelaksanaan bisa 

kita hitung 

temuannya 

paling sering di 

pemilihan 

penyedia. Pernah 

ada lelang yang 

kita batalin, 

sehingga harus 

lelang ulang 

karena dari awal 

sudah tidak 

qualified tapi 

diloloskan. 

Karena apa? 

kalau ditahap 

awal saja sudah 

tidak sesuai akan 

menghambat 

pada tahap 

selanjutnya”   

P10 Aspek dominan 

yang 

menghambat 

pelaksanaan 

probity audit 

Faktor 

penghambat 

pelaksanaan 

5.  Dedy 

Tjahjanto, 

SE 

“utk temuannya 

ya itu masalah 

kendala-kendala 

diatas, nantinya 

adan resiko ya 

apakah pekerjaan 

ga selesai atau 

P11 Aspek dominan 

yang 

menghambat 

pelaksanaan 

probity audit 

Faktor 

penghambat 

pelaksanaan 
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pekerjaan g 

bermanfaaat, nah 

rekomendasinya 

suruh ngadain 

meeting utk 

segera diambil 

tindakan segera 

pelaksanaan 

dilapangan. Ya 

berupa 

reomendasi 

gitu”. 
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E. Pertanyaan terkait dengan Pemanfaatan  

No Kode 

Partisipan 

Pertanyaan dan 

Jawaban 

Koding Sub Tema Tema 

I P Apakah dengan 

menerapkan probity 

audit sesuai 

pedoman, nilai 

kecurangan dalam 

pengadaan barang 

dan jasa dapat 

ditekan dari sebelum 

diberlakukan 

probity audit  ? 

 

 Aspek 

dominan yang 

menghambat  

pelaksanaan 

probity audit 

Pelaporan 

probity Audit 

Aspek 

dominan 

yang 

menghambat  

pelaksanaan 

probity audit 

Pelaporan 

probity Audit 

1.  Erwan 

Ruhana, SE 

Nah. Itu yang kita 

melalui percobaan-

percobaan itu kan 

ada Lembaga sendiri 

yang mengukur itu 

ya, klo mereka yang 

mengukur Indeks 

Korupsi ya, klo 

dikami melihat sdan 

studi banding di 

negara lain ya kita 

mencoba inilah.. 

semoga bias 

menyumbang 

perbaikan kondisi 

yang ada disini. Nah 

pengawasan bias 

berjalan efektif 

ya..karena di Pemda 

kita mendampingi 

juga proses 

anggaran, 

pengawasan di 

kabupaten. Ya ini 

sebagai antisipasi 

lah, jangan setelah 

ada kecurangan baru 

dilakukan 

perbaikan.. Klo bisa 

P1 Aspek 

dominan yang 

menghambat  

pelaksanaan 

probity audit 

Pelaporan 

probity Audit 

Aspek 

dominan 

yang 

menghambat  

pelaksanaan 

probity audit 

Pelaporan 

probity Audit 
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menurunkan ya 

diliat aja dari survei 

indeks korupsi ya 

2.  Reza Rinaldi “ karena ini 

merupakan audit 

realtime maka ya 

akan lebih 

tertangani mba 

disbanding audit 

biasanya” 

P4 Aspek 

dominan yang 

menghambat  

pelaksanaan 

probity audit 

Pelaporan 

probity Audit 

Aspek 

dominan 

yang 

menghambat  

pelaksanaan 

probity audit 

Pelaporan 

probity audit 

3.  Eriska 

Lisandia, SE 

“pasti mba, karena 

setiap ada temuan 

langsung 

direkomendasikan” 

P7 Aspek 

dominan yang 

menghambat  

pelaksanaan 

probity audit 

Pelaporan 

probity Audit 

Aspek 

dominan 

yang 

menghambat  

pelaksanaan 

probity audit 

Pelaporan 

probity audit 

4.  Deski 

Ferdiansyah 

“iya, karena probity 

audit ini realtime 

dan benar-benar 

dijalankan sesuai 

dengan pedoman 

maka setiap ada 

temuan langsung 

kita 

rekomendasikan”   

P10 Aspek 

dominan yang 

menghambat 

pelaksanaan 

probity audit 

Faktor 

penghambat 

pelaksanaan 

5.  Dedy 

Tjahjanto, SE 

“iya, biasanya berupa 

reomendasi gitu, 

dari situ kemudian 

ditindaklanjuti oleh 

auditee dan mereka 

memberikan 

lapoarna kepada 

kita”. 

P11 Aspek 

dominan 

yang 

menghambat 

pelaksanaan 

probity audit 

Faktor 

penghambat 

pelaksanaan 
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F. Pertanyaan terkait dengan Pemanfaatan  

No Kode 

Partisipan 

Pertanyaan dan 

Jawaban 

Koding Sub Tema Tema 

I P Apa saja manfaat 

yang diperoleh dari 

pelaksanaan probity 

audit? 

 

 Efektivitas  Efektivitas  

1.  Erwan 

Ruhana, SE 

“salah satu cara 

mengukur 

pemanfaatan dari 

suatu pengadaan atas 

probity audit adalah 

tidak ada complain 

itu sudah merupakan 

indicator. Selain itu 

output berupa 

laporan dapat 

digunakan untuk 

meyakinkan auditor 

dalam post audit 

selanjutnya yang 

dilakukan oleh BPK.  

P1 Efektivitas  Efektivitas  

2.  Reza Rinaldi “yang paling manfaat 

adalah kita bisa 

mengantisipasi 

kemungkinan adanya 

kecurangan” 

P4 Efektivitas  Efektivitas  

3.  Eriska 

Lisandia, SE 

“bisa diantisipasi 

kalau ada kesalahan 

diawal” 

P7 Efektivitas  Efektivitas  

4.  Deski 

Ferdiansyah 

“kita bisa menekan 

kemungkinan 

pengelembungan 

angka, missal 

penentuan HPS”   

P10 Efektivitas  Efektivitas  

5.  Dedy 

Tjahjanto, SE 

“kita bisa antisipasi 

kemungkinan adanya 

kecurangan lebih 

awal, sehingga 

P11 Efektivitas  Efektivitas  
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pelaksanaan 

selanjutnya jauh 

lebih tertib”. 
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G.  Pertanyaan terkait dengan Efektivitas Waktu 

No Kode 

Partisipan 

Pertanyaan dan 

Jawaban 

Koding Sub Tema Tema 

I P Dalam pelaksanaan 

Probity audit, apakah 

waktu pelaksanaan 

yang ditentukan sudah 

cukup?  

 

 Efektivitas Waktu Efektivitas 

Waktu 

6.  Erwan 

Ruhana, SE 

“ya dicukup-cukupkan 

karena probity audit 

inikan lingkup 

kerjanya banya dan 

realtime lagi, memang 

kita harapannya 

pengawasan saja, itu 

maksudnya yang di 

Inspektorat ya, itu 

sudah kita lakukan 

sosialisasi dan kita 

kasih himbauan agar 

mereka melakukan 

probity audit sendiri 

(mandiri), akan tetapi 

pada akhirnya 

pelaksanaan probity 

audit tetap 

dikembalikan ke 

Perwakilan BPKP 

lagi”.  

P1 Efektivitas Waktu Efektivitas 

Waktu 

7.  Reza Rinaldi “sebenarnya tidak cukup 

ya mba kalau hanya 3-5 

hari ” 

P4 Efektivitas Waktu Efektivitas 

Waktu 

8.  Eriska 

Lisandia, SE 

“Pelaksanaan probity 

audit berjalan 5 hari 

pada saat 

pelaksanaannya kalau 

termasuk perjalanan 

bisa sampai 10 hari 

apalagi kalau 

kabupatennya jauh dan 

harus diakses pakai 

P7 Efektivitas Waktu Efektivitas 

Waktu 
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pesawat akhirnya 

waktu kita kelamaan 

diperjalanan saja. 

Sebenarnya waktunya 

sangat kurang karena 

permintaan audit 

banyak. Sehingga 

untuk mencapai target 

pembuatan laporan 

kadang kami harus 

lembur. Selain itu 

anggaran untuk probity 

audit ini sangat minim, 

dan kadang kita harus 

nambah dari dana 

pribadi dulu. Makanya 

banyak yang tidak mau 

untuk ditugaskan 

probity audit, selain itu 

probity audit ini 

merupakan audit yang 

beresiko tinggi 

dibanding audit yang 

lainnya” 

9.  Deski 

Ferdiansyah 

“Probity audit 

dilaksanakan bertahap, 

tahap perencanaan 

biasanya minimal 5 

hari, itu cukup per 

tahapan, persiapan 

pemilihan penyedia 5 

hari sampai 1 minggu 

saja, cuman di tahap 

pelaksanaan minimal 

di bagi per termin, 

pada saat akan 

dibayarkan termin di 

lakukan probity dulu”   

P10 Efektivitas 

Waktu 

Efektivitas 

Waktu 

10.  Dedy 

Tjahjanto, SE 

“waktunya dibilang 

cukup ya cukup 

dibilang ga cukup ya 

dicukup-cukupkan 

karena kita dikejar 

target sementara 

pekerjaan kami tidak 

P11 Efektivitas 

Waktu 

 

Efektivitas 

Waktu 
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hanya probity audit 

saja, tenaganya juga 

kurang jadi kadang 

pekerjaan sudah antri 

”. 
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Pertanyaan ditujukan Kepada Auditee 

H. Pertanyaan terkait dengan Efektivitas Pelaksanaan Probity Audit 

No Kode 

Partisipan 

Pertanyaan dan 

Jawaban 

Koding Sub 

Tema 

Tema 

I A Sebagai auditee 

apakah probity 

audit yang 

dijalankan sudah 

cukup membantu 

dalam proses 

pengadaan barang 

dan jasa ?  

 

 Efektivitas 

probity audit 

Efektivitas 

waktu dan 

pelaksanaan 

1.  Effendi 

Amd.IP, SH., 

MH 

Sudah cukup bagus 

ya, karena baru 

sekali ini, hasilnya 

bagus kalau dilihat 

dari hasilnya. LHP 

nya juga diserahkan 

ke kami.  

Pelaksanaan 

probity audit sangat 

membantu 

pelaksanaan 

pekerjaan 

rehabilitasi 

pekerjaann tembok 

keliling rutan 

Sambas, karena 

dari probity audit 

itu kami didukung 

dalam hal 

pengawasan dan 

pendeteksian 

kecurangan dari 

awal. sehingga 

kemungkinan 

adanya kecurangan 

dapat diketahui 

diawal, beberapa 

pekerjaan yang 

tidak sesuai dengan 

kontrak dan kriteria 

A1 Efektivitas 

probity audit 

Efektivitas 

waktu dan 

pelaksanaan 
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pengadaan 

barang/jasa 

mendapatkan 

rekomendasi dari 

BPKP untuk kami 

perbaiki”. 

2.  Anna 

Widjajanti 

ST.MT 

  Saya pikir iya 

soalnya efektivitas 

dan efisiensi, 

efisiensi ketika 

terdapat kesalahan 

perhitungan 

volume sehingga 

kekeliran 

perhitungan dapat 

terdeteksi. Dan ini 

sangat membantu 

saat dilakukan 

audit lanjutan 

maupun post audit. 

Masukan saya 

ketidaksesuain 

terkait waktu, dan 

saya tahu personil 

sedikit jadi ya harus 

menunggu antrian 

audit, padahal dari 

kontraktor sudah 

mengajukan termin 

pembayaran 

sehingga pihak 

PPK terlambat 

dalam melakukan 

pembayaran dan 

tidak memenuhi 

kontrak sesuai 

klausal. 

 

A2 Efektivitas 

probity audit 

Efektivitas 

waktu dan 

pelaksanaan 
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3.  Triadi 

Andrianto, 

SH 

selama ini kita 

belum pernah 

mendapatkan 

sosialisasi dari 

perwakilan BPKP 

tentang probity 

audit tetapi kami 

tahu ada aturan itu. 

A3 Efektivitas 

probity audit 

Efektivitas 

waktu dan 

pelaksanaan 

4.  Gusti Endang, 

SI 

kami dari LPSE 

belum pernah 

mendapatkan 

sosialisasi namun, 

kami pernah dan 

sering 

mendapatkan surat 

dari Perwakilan 

BPKP untuk 

melakukan 

pemeriksaan saat 

lelang atau 

pemilihan 

penyedia. 

A4 Efektivitas 

probity audit 

Efektivitas 

waktu dan 

pelaksanaan 
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No Kode 

Partisipan 

Pertanyaan 

dan Jawaban 

Koding Sub Tema Tema 

II.  A Sebagai auditee 

apakah probity 

audit yang 

dijalankan sudah 

cukup membantu 

dalam proses 

pengadaan barang 

dan jasa? 

 Efektivitas 

probity audit 

Efektivitas 

waktu dan 

pelaksanaan 

1.  Effendi 

Amd.IP, SH., 

MH 

“auditor BPKP 

sangat welcome 

dan bagus dalam 

mendampingi kami 

saat pelaksanaan 

pengadaan barang 

atau jasa. Kami 

diperingatkan 

untuk 

menindaklanjuti 

rekomendasi dan 

temuan. Kemudian 

segera kami 

tindaklanjuti.” 

 

A1 Efektivitas 

probity audit 

Efektivitas 

waktu dan 

pelaksanaan 

2.  Gusti Endang, 

SI 

kalau kami hanya 

membantu dalam 

pemilihan penyedia 

saja dan biasanya 

dari pihak 

Perwakilan BPKP 

mengirimkan surat 

permohonan untuk 

dapat mengakses 

maupun 

mengawasi 

jalannya pemilihan 

A4 Efektivitas 

probity audit 

Efektivitas 

waktu dan 

pelaksanaan 




